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ABSTRAK

Mama :Amelia Sonja Alisangihe (NIM (706177235)
Program Studi | Magister Kenotariatan
Judul : Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam

Penagihan Pajak Penghasilan {PPh} Atas Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/stau Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanzh
dan Bangunan {BPHTB)

PPAT adalsh Pejabat Umum yang beriugas pokok melaksanakan sebagian
kegiaten pendsfiaran tansh dengan membuat akia sebagai bukti telab
dilakukannys perbuatan hukom tertents mengenai hak atas tanah dan bak milik
atas satuan rumah susun yaog akan dijadikan dasar bagi pendafiaran perpbaban
data pendafiaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Schelum
melaksanakan pembusian akita mengenai perbuatan hukum tersebut, selain PPAT
wajib terlebik dahule mefekukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai
kesesuaian sertipikat hak atas 1zn2h atau hak mifik atas satoan rumab susun, maka
PPAT hanyz dapat membuat zkta pemindahan hak aias tanah dan hak milik atas
satuan rimah susun setelah Wajlh Palak menyverahkan tembusan Surat Scloran
Pajak Penghasilan (SSP) dan BPHTIB {SSB)}. Pokok permasalahan yang diengkat
penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur pelaksanasn pembayaran
Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan
Hea Perolehan Hak atas Tapah dan Bangunan (BPTHB)? dan: Apskah hambatan
dalam penagihan Pajak Penghasiian {PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dan Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi
Pejabat Pembuat Aktz Tanah? Penelitian ini mernpakan penelifian yuridis
normatify data yanp digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melaluf bahan
pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian ini bersifat
evalualif§ yakni menganalisa mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran PPh atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPTHB serta hambatan dalam
penagihan PPh dan BPHTB bagi PPAT. Dari penelitian yang dilakukan dapat
disimpuikan bahwa pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dan BPTHB hanya dapat melalui bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh
Direkitur Jenderal Pajak dan meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak
berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke
Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditonjuk membutuhkan waktu yang lama. Hal
ini merupakan salah satu hambatan bagi PPAT untuk melakukan pendaftaran ke
Kantor Pertanahan, sehingga PPAT menyerahkan dokumen-dokumen untuk
pendaftaran terlebih dshulu ke Kantor Pertanahan, kemudian menyerahkan
tembusan SSP dan SSB setelah mendapat validasi.

Kaié Kunci:
PPAT,. PPh, BPHTB
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ABSTRACT

Name <Amelia Sonja Alisangihe (Student ID 0706177233)
Study Program: Notarial Magister
Title : Barriers to the Function of Land Deed Official in

Collecting Income Taxes in Respect of the Transfer of Right on
L.and and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and
Building.

Land Deed Official is the General Official, who has duty to perform part of Land
Registration Activitics by iss uing deeds as lepal proof of certain lawful acts
sancerning land and ownership rights on property, which will be used a5 standard
for land registration amendment resulting from soch acts. Before issuing the deeds
concerning such acts, official other than Land Deed Official, shall assess the
actuality of the land and ownership rights certificate ip the Land Office,
afterwards Land Deed Official may issue the deed after the Taxpayer has
submitted a copy of Tax Payment Slip (SSP) and Acguisition Duty of Right on
Land and Building Payment SHp {88B}. The main issue that the writer desires to
bring to this research is: what is the procadure ¢f Income Tax Payment in respect
of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right
on Land and Building (BPHTB)? and: what is the barrier to land deed official in
collecting Income tax relating to such issue?. This research constitutes juridical
normative research; using a secondary data obtained through materials such as
documents. The typology in this research is evaluative, that is {o analyze
procedures of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land
and/or Butlding and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTE)
and the barrier in collecting income tax by Land Deed Official relating thereto. By
doing this reseacch, it can be concluded that the payment of Income Tax in rgspect
of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right
on Land and Building (BPHTB) can only be made through certain banks
appointed by the Directorate General of Taxation, and validation from the Tax
Office generally takes a long period. This is one of the barriers to Land Decd
Official in registering land to land office, causing the copy of validation tax
Payment Slip has to be submitted later after relating documents have been
submitted,

Key Word ¢
PPAT, PPh, BPHTB
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BAB i
PENDABULUAN

1.1  Latar Belakang Permasaiahan

Salah satu tugss utama, hak dan kewajiban serta kewenangan
termasuk  kekuasaan Negara adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum. Pelayanan Negara kepada masyarakat umom ity dibagl
menjadi dua bagian besar sccara mendasar yaitu pelaysnan Negara Kepada
masyarakat umum dalam bidang hukum publik dan pelayanan Negara
kepady masyarakat umum dakam bidang hukom perdata.'

Pelayapan kepada masysrakat umum di bidang hukum publik
dilakukan oleh organ Negara, yang dissbut Pemerintah atau Eksekutif,
juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Ussha Negara atau Pejabat
Administrasi Negara atau dalam arit yang khusus adalah Pegawai MNegeri.
Pemerintah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban sesta kekuasaan
untuk memberfkan pelavanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat
umurg, akan tetapi torbatas hanya dalam bidang hukum publik saja.

Pelayanan kepada masyarakal amoem dalam bidaag hukum perdats,
atas nama Negara, dilakukan juga oleh organ Negarz (tetapi tidak

termasuk dan juga bukan Pemerintah) disebut dengan Pejabat Umum.?

! Wawan Setiawan, “Kedudukss den Keberadasn Serm Fumgsi dan Peranan Pejabai
Pembmat Akin Tanoh Menurul Sislem Mukem & indonesia” Kumpulan Catatan 1atul Hahan
Acurs Godmsawala Keluaros Besar Heatan Pejobat Pembiar Akia Tanah {IPPA, Jakana, &2 Juni
2001, hal. Z.

T fbid hal, 3.
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Pejabat Umum atau orang yang menjalankan fungsi pejabat umum
adalah organ Negara, yang berwenang menjalankan sebagian kekuvasaan
Negara untuk membuat alat bukt tertulis dan oientik dalam bidang bukum
perdata.’

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang merupzkan sumber lahirnya dan keberadaan pejabat
U, mengingat bahwa pasal tersehbut merupakan definisi yang sekaligus
tafsir resmi tentang akta otentik, mengandung tiga unsur utama termasuk
cirt yang dimilikinya, sehingpa erwujud suaty akta otentik, yai
. bentuk akia otentik harus ditentukan olch undang-undang, artinya tidak

boleh ditentukan oleh peringkat peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang.

2. dibuat oleh atau dibadapsn Pejabat Umum.

3. akta tersebut diboat oleh atau diadapan pejabat emum dajam wilavah
iabatan kewenangan yang mersbuatnys.

Pejabat atau orang yang menjalankan fungsi pejabat umum antara
Jain :*

i. Koensul Jenderal, berdasarkan comsulair wet, diberi wewenang di
tompat menjalankan mgas-jabatannys sebagai Konsul Jenderal,
berfungsi untuk membuat akta-aks otentik;

2. Kepala Dacrah/Sekretaris Dacrah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2
Sth, 1860 nomer 3 Juncto LN 19235 No. 616 {vang tclah berulang-
ulang  diubah), dimungkinkan merangkap jabatan unluk  jugs
berwenang menjalapkan fungsi pejabat vmum sehingga karenanya iz
juga herwenang membuat akia otentik;

3. Notaris, berwenang unfuk membuat akte otentik mengenal semua
perbuatan, perjaniian dan penctapan yang diharuskan oleh suats
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

menyatakan dalam suatu akia otentik, menjarnin kepastian tanggalnya,

? Wa&wn Seliawan, “Riwnyal Siogkst $<’.§amh Perjalanan Kﬁbemdaan ?Pﬁ’i“ H

indonesip,” Ky
Pemhuat,ﬂkla ’i“anah S8PADY, Jakaria, £-2 Juni 2001, izai 3.

 thid, hal. 2.
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menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,
semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak
ditugaskan atan dikecualikan kepada pejabat atau orang lain;

4. Notaris pengganti, selama menjabat sebagai notaris pengganti ia
menjalankan fungsi pejabat wmunm;

5. Juru sita pengaditan negeri, untuk perbuatan hukum tertentu oleh
undang-undeng diberi kewenangan puia untuk menjalankan fungsi
pejabat umum, yary membuat akia ofentik, misalnys membuat akia
protes wesei dan cek;

6. Pegawal Kantor Catatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pazal 4 Kisb
Undang-Undang  Hokem  Perdais, diberi  kewenangan  untuk
menjalankan fungsi peiabat, yaifu berwenang unfuk membuat akla
otentik “tertenty” saia, dengan mengecualikan notaris, antara lain
membuat akta perkawinan, akta kelshiran, akta perceralan, akiz
kematian,

7. Pejsbat Pembuat Akta Tanab {PPAT), diberi wewenang untuk
membuat akie-akia otentik mengenzi perbuatan hukum tertentu
mengenal hak atas tanah dan hak milik afas satuan rumah susun,

Pejabat Pembuat Akta Tanah (sclanjutnya disebut juga PPAT)
dapat dimasukkan ke dalam kelompok Pejabat Umum, karena PPAT diberi

kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu Akta PPAT. Hal im

dinyatakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

I. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanzh Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan  Tanah  (selanjuinya  disebut  juga dengan UU  Hak
Tanggungan), yang berbunyi sebagat berikut :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya discbut PPAT,
adalah Pejabat Umuim vang diberi wewenang untuk membuat akia
pemindahan hak atas tanash, akia pembebanan hak atas tanah dan
akla pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menut
porundang-undangan yvang berlaku”
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2. Pasal 1 angkta 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran tanah, vaitu berbunyt sebagai berikut ¢
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnys dischut PPAT, adalah
Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akia
tanah tertentu.”

3. Pasal ! angka | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akfa Tansh Juncto Pasal | angka |
Peraturanr Kepala Badan Pgrianahan Nasional MNomor | Tahun 2006
Tentang Keolentuan Peloksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
yang berbunyi sebagal berikut :

“Peiabat Pembuat Aktz Tanah, sclanjulnya discbut PPAT,
adalah Pejabat Umum yanp diberi kewenaagan untuk
membuat  akfa-akta  otentik mengenal perbustan  hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun.™
Sebetum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998, maka PPAT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 16
Tahun 1961 Tentang Penunjukan Peiabat Yaog Dimasksudkan Dalam Pasal
i9 Peratoran Pemerintah Momor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran
Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya, Peraturan Mentert Agraria Nomer 10
Tahun 196! tersebut merupakan pelaksanaan dart Pasal 19 Peraturan
Pemerintah MNowmor 10 Tahun 1961 tersebut vang menvatakan bahwa setiap
perjaniian yang bermaksud moemindahkan hek atas tansh, memberikan
sesuatu hak baru atas fanzh, mengpgadaikan tanah zfau meminjam uang
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suato
akta vang dibuat oleh dan dihadaparn pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria.’
Kemudian dengan bherjalannya wakty, Peraturan Pemerintzh
Nomor 1) Tahun 1961 Tontang PendaRaran Tanah dipandang tidak dapat

lagl sepenuhnya mendukung tercapaimya hasil vang lebih nyata pada

S Indenesia, Perawmn Pemerintali Tentang Pendaliaran Tamh, PP No. 10 Tahun 1961,
[N 28 tahun 196}, TLN 2171, Pasal. 12,
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pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan panysm;}umaanf maka
pada tanggal § Juli 1997 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mulai berlaku pada tanggal
8 Ckioher 1997, dan gebagal pevaturan pelaksananya adalah Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana peraturan pelaksana
tersebut juga mulai berlaku pada fanggal 8 Oktober 1997, Dengan
diundanpgkannys Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut,
miaka Peraturan Pemerintats Nomor 18 Tahun 1961 tidak berlaku lagl.

Dalam Pasal 7 ayat (3} Peraturan Pemerinfah Nomor 24 Tabun
1997, menyatakan bahwa peraturan jabatan PPAT distur dengan Peraturan
Pemerintah tersendirl, vang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentsng Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, yang merupakan pelaksansan dari Pasal 7 ayat (3} Peratuman
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, dan sebagai keteniuan
pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Talun 1998 tersebut maka
divndangkan Poraturan Menteri Agraris/Kepala Badan  Perfanshan
Mazional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Peiaksanaan Peratoran
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat
Akta Tamah, vang kemudien diganti dengan Peraturan Kepala Badan
Perianahan  Nasional Nomor | Tahun 2006 Tentang  Ketentuan
Pefaksanasn Peraturan Pemerintath Nemor 37 Tahuan 1998 Tentang
Peraturan fabatan Pejabar Pembuat Akta Tanah,

Selanjutmya Pasal 2 Peraturan Pemerimtah Nomor 37 Tahun 1998
Juncto Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Perfanahan Nasionz! Nomor ]
Tahun 2006 menyatakan tugas pokok PPAT vyang berbunyi sebagai
berikui:

“¢1) PPAT ‘bertugas pokok melakssnakan sebagian  kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah

% Indonesia, Peraturan Pomerinahan Teptane, Pendafiaran Tonah, PP Ko, 24 Tahun 1997,
LN 59, TLN 3696, huref ¢ dalam Menimbang,
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dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai bak atas lanah
atau Hak Mk Atas Satuan Rumah Susun vang akan dijadikan
dasar bagi pendaftaran perubashan data pendaftaran fanah yang
diskibatkan olch perbuatan hukum #ta,
(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah
sebapai bertkut ¢
a. jual beli;
b. tukar menukar;
¢ hibah;
d. pemasukan ke dalam perusahaan (nbreag);
e. pembagian hak bersama;
f. pemberian Hak Guna Basgunan/Mak Pakai atas tanah Hak
Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.”

PPAT hanya bersvenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun vang terletak dalam daerab kerjanya. Hal ini
dinyatakan ddlam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 Juncto Pasal 3 ayat (1) Persturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Namuor 1 Tahun 2006 berbunyi sebagai herikut ;

“Untuk melsksanakan tugas pokok sebagzimana dimaksud dalam Pasal
2, seorang PPAT mempunysi kewenangan membual akia otentik
raengenai semua perbuatan hukoam sebagaimana dimaksod dalam Pasal
2 ayat (2) mengenai hak atas tanah das Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang terletak di datam daerah kerlanya”

Sebelum melaksanakan pembugtan akta mengenai perbuatan hukum
terschut, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor
Pertanaban mengenai kesespaian sertipikat hak atas tanah ataw Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yéng bersangkutan dengan daftar-daftar vang
ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.”
PPAT waiib menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun apabils olehnya diterima

7 Departsmen Agraria, Peraturan Menteri Nesara Agraria/Kepziz Baden Portanahan

Pendafiaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahne 1997, Pasal 97 ayat 1.
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pemberitahuan tertulis bahawa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun tersebut sedang disengketakan dari orang atau badan hukum
yang menjadi pikak dalam sengketa tersebut dengan disertai dokumen
laporan kepada pihak yang berwaiib, surat gugatan ke Pengadilan atau
dengan memperhatikan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, surat keberatan kepada pemegang hak serta dokumen lain
yang membuktikan adanya sengketa tersebut,®

Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penphasiian
Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang mulai berlaku
tanggal 1 Januari 1995 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan pads tangpal 29
Mei 1997 yang mulai berlakn tanggsi 1 Januvari 1998, maka schelum
melakzanakan pembuatan akia mengenai perbuatan hukom yang dimaksud
dalam Pasal 2 Perataran Pemerintal Nomor 37 Tahun 1998 Juncto Pasal 2
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nastonal Nomor | Tahun 2006, sclain
PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kaotor
Pertanahan mengenal kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang hersangkitan dengan daftar-<afiar vang
ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperiihatkan sertipikat asi,
maka PPAT hanya dapat membual akta pemiadahan hak atas tasgh atau
hangunan setciah Wajib Pajak menvershkan bukii ;;zzcm'hayamn pa}akf
yvang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 terschut
mengalami perubahan beberapa kali yaity Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tabhun 1996, Peratiran Pemerintah Nomor 79 Tahun 1989 dan terakhis
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, dan juga Undang-Undanp,
Nomear 21 Tahun 1997 tersebut mengalamd perubahan menjadi Undang-
Undang Nomear 20 Tahun 2006 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, Dalam Pasal 24 ayat {1} discbutkan bahwa PPAT hanya

¥ Ibtd, Pasal 100 aym 1.

¢ Indonesia, Lindang-1) ang Teniang Bea Per Hak Tanah dan Bangunan, UU

T

No. 2§ Tabun 1997, LN Na_ 44 tehon 1997, TLN Ko, 3688, Pasal 2Zdavat 1.
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dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tansh dan/bangunan pada
saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat
Setoran Pajak Penghasilan (SSP)} dan Surat Setoran Bea Perolekan Hak
atas Tanah dan Bangunan (85B).

Apabila dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas
pengalihan hak atas tanah dan/atauy bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan tidak lancar, hal ini menjadi hambatan bagi PPAT
untuk membuat akta dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para
pihak yang ingin melakvkan perbuatan hukum pemindahan hak tersebut.

Dilatarbelakangi rasa ketertarikan penulis terhadap permasalahan
tersehut di atas, maka penulis skan menganalisa kasus tersebut dengan
judul “HAMBATAN BAGI FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH DALAM PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DAN BEA FPEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTEB)".

Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakanpg tersebut, penulis merumuskan
permasaiahan dalam dua pertanyaan dalam penulisan int, yaitu :

I. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembaveran Pajak Penphasilan
(PPh) atas pengabhan bak atas tenah danfatan bangunan dan Bea
Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTRY/

2. Apakah hambatan dalam penpagihan Pajak Penghasilan [PPh) dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Pejabat
Pembuat Akta Tanah?
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1.3 Metade Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah
atan norma-norma dalam hukurm positif,’® yaitu norma-norma hukum yang
terdapat dalam perundang-undangan, yang bertujuan untuk mendapatkan
data sekunder, melalui bahan pustaka'' berupa studi dokumen.

Jenis data yang digunskan dalam penelitian ini sdaleh daia
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.'? Data sekunder
yang akan digunakan ferdiri dari bakan hukum primer, baban hukem
sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ysitu bahan-
bahan hukum yang mengikat'> meliputi berbagai peraturan perundang-
undangan vang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akis Tanah, Pajak
Penghasilan {PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta
Beas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bahan hukam
sckunder yaite babhan-bahan hukwn yang memberikan kejelasan mengenai

bahan-bahan hukem primer’

meliputi buku-buku, makalah-makalah,
laporan-laporan penelitian ibmiah dan majalah-maialah flmish mengens
Pajabat Pembuat Akta Taneh, Pajak Penghasilan (PPh) atzs pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan serta Bea Perolchan Hak atas Tanab dan
Bangunan (BPHTB) Bahan hukum terfier yaitu bshan-haban yang
memberikan petuniuk maopun kejelasan terhadap bahan-bahan hukum
primer dan sekonder™ herups kamus untuk memperoleh definisi-definisi

istilab yang berkaitan dengan penclitian int.

¥ johay Ybrohim, Teeri dan Meiode
Bayumedia Publishing, 2008}, him. 248

" Sperjono Sovkanto, Pengantar Peaclition Hidams, Cet NI, {Jzkaria: Badan Penerbit
Vniversitas Indonesia, 1986}, hal, 51,

Pepeiition Hukum Ngrmatif, Cet, |, (Malong:

o Mamudji, e o, Metode Penelitian don Penulisan Hukom, {akarta; Badon Peserbit
Fakulas hedaum Universitas Indosiesia, 2005), hal. 28,

" Soekante, op. cit., bal, 52
b
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Selain data sekunder, digunakan juga sumber data primer yaity
data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal inf langsung dari
praktisi yaitu berupa wawancara dengan beberapa orang yang berprofesi
sebagai Nolaris/PPAT. Sumber data primer digunakan untuk mendukung
sumber data sekunder.™®

Herdasarkan pokok permasalahan vang telah diuraikan, penulisan
dalam tesis ini yang dilihet dari sudut sifatnys, menggunskan tipologi
penelitian evaiuatif, yakni menganalisa mengenai prosedur pelaksanaan
pembavaran Pajak Penghasilan {(PPh} atas pengalihan hak atas fanzh
dan/atae bangunan dan Besz Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTRB) serta hambatan dalam penagiban Pajak Penghasilan {PPh) atas
pengalihan hak atas tanah dan/stay bangunan dan Bea Perolehan Hak Alas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Regiatan pengumpulan datz sekunder yang dilakukan dalam
penulisan ini adalah melalcl kegiatan studi dokumen alau bahan pustaka
terhadap data sekunder, khususnya data sekunder yang dikumpullean,'’
Metode kepustakaan ini dilakekan dengan maksud entuk memperoleh
pengetahuan dasar dari teori dasar sehubungan dengan masalaly yang akan
penuiis bahas,

Sedangkan kegiatan pengumpulan data primer yang dilakukan
dalam pesoiisan ini adslabh melalol wawsncara dengsn omng yang
berprofesi sebagal Notaris/PFPAT, dalam hal ini adalah Buniarti Tiandrs,
SH, dan Licke Lianadevi Tukgali, $H, MH, MKsa, kedua-dusnya
Notaris/PPAT di Jakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data pada
penchtian ini adaleh metode pendekatan kualitatif, yaitu soate cara
penelitian yang bertujuan untuk mengerti atau memahami deagan cara
menganalisis  sccara  mendalam  mengenat  prosedur  pelaksanaan
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengaliban hak atas tanash
dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tasah dar Banguman
{(BPHTB) serta hambatan dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) atas

0 rhid,
b
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Tl

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah,

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan
kejelasan arah dalam pembahasan masalah yang dihadapi, Oleh karena itu,
'pe;mlis membagi penelitian ini dalam 3 bab, yang uraian singkat mengenai

isi setiap bab tersebut sdalah sebagai berikut

BAR1Y : PENDAHULUAN
Balam bab i penulis akan menguraikan mengenal latar belakang
permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian  yang akan

digunzakan dan sistematika penulisan.

BABH : HAMBATAN BAGIFUNGSILPEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENAGIHAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Dalam bab ini penulis memaparkannya dalam empat subbab. Subbab

pertarna penvlis akan memaparkan ketentuan-ketentuan umum mengenai

Peraturan Jabatan PPAT, yang meliputi Pengertian PPAT, PPAT Scbagai

Pejabat Umum, Daerah Kerja PPAT, Symat Untuk Menjadi FPAT,

Pengangkatan PPAT, Formasi PPAT, Pembinaan dan Pengawasan PPAT,

Hak dan Kewaiiban PPAT, Tugas dan Kewenangan PPAT, Pemberhentian

PPAT, Protokel PPAT, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus;

Pada subbab kedua penulis akan memaparkan ketenjuan-ketentuan umem

mengenani Pajak Penghasilan {PPh), yang meliputi Subyek PPh, Obvek
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PPh, Tidak Termasuk Obyek PPh, dan Cara Penghitungan PPh atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

Pada subbab ketiga penulis akan memaparkan ketentuan-ketentuan umum
mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang
meliputi pengertian BPHTB, Prinsip Pemungutan BPHTB, Subyek
BPHTB, Obyek BPHTB, Obyek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB,
Saat dan Tempat Terutang BPHTB, dan Cara Penghitungan BPHTB;

Pada subbab terahir, penulis akan memaparkan analisa mengenai prosedur
pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPTHB) dan hambatan bagi fungsi Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

BAB III : PENUTUP

Pada bab terakhir ini diuraikan tentang kesimpulan akhir yang menjadi
jawaban dari pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab
sebelumnya disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan
dengan hasil analisa permasalahan pada tesis ini serta diharapkan berguna

di dalam praktik.
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BARBIT
HAMBATAN BAGI FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DALAM PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTE)

2.1 Ketentoaa Umum Tentang Pejabat Pembuat Akt Tanah {(PPAT)
2.1.1  Pengertian PPAT

PPAT sudah dikenal sejak beriakunva Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 196), Tentang Pendafiaran Tanah. Dalam Peraturaa

Pemerintah tersebut, disebuikan bahwa sebagai pejabat, PPAT berfungsi

membuat akia vang bertuluan ustuk memindshkan hak atas tanah,

memberikan hak baru atas tanah atas membebankan hak tanggungan atas
tanah.
Pengertian PPAT selain dinyatakan dalam Peraturan Pemerinish

Nomor i Tahun 1961 tersebut, ierdapat pula di beberapa peraturan

perundang-undangaa, yaitu :

i. Pasal | angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Lain Yang Berkaitan
Dengan Tanah {selanjutnya disebut juga dengan UU Hak
Tanggungau}, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pejabat Pembuat Akta Tanak adalah Pejabat Umum yang diberi
wewenang untuk membuat akia pemindahan hak atas tanah, akia
pembebanan hak atas tansh dan akta pemberian Kuasa
membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”
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2. Pasal | angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, yaitu berbunyi scbagai berikut -

“Pgiahat Pembuat Akta Tansh adalah Pejabat Umum yang diben
kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.”

3. Pasal 1 angka I Perataran Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Perabuat Akta Tanah Juncto Pasal 1 angka |
Peraturan Kepala Badan Pertanzhan Nasional Nomor 1 Tahun 2006
'I"mtazzg Ketentuan Pelaksansan Peraturan Pomerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tansh,
yang berbunyi sebagai berikut

“Pejabat Pernbuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalsh
Peiabet Umum vang diberi kewenangan untuk membuatl akia-akz
atentik mengenai perbuatan hukum ferfestu mengenail hak atas
tanah atan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

2.1.2 PPAT secbagai Pejabat Umnm

Pejabat umum disini mempunyai makna sebagai berikat ;'

1. Ada peiabat yang menduduki atsupun yang memangku jabatan yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
(hukwm publik);

2. Ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
terhadap pejabat yang bersangkutan;

3. Z}c:zigan wewenang tersebut, peiabat yvang bersangkutan melakukan
suatu tindakan hukum tertenty yang berkenaan dengan kepentingan
publik. Dalam hal ini memberikan pelayanan kepada publik {public
sarvice),

Berdasarkan uraian terscbul, wewenang PPAT schagai pejabat

amum lerbatas, vaitu hanya meliputi wewenang untuk mengesahkan

¥ 1 Gede Panta Astawa, Kedudukan PPAT Sebopai Pejabal Umuym Dalam_Sistem
Ketptanegarman Indonesia, (Makalah disampaikon dalam Seminar yang diselengparakan Fratan
Pejabat Permbuar Akta Tanaby (IPPAT) berrempm i Howel Sari Pan Pacific, Jalorta, § Juni 2001},
hal. 7.
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perbuatan hukum tertentuy mengenai perzlihan hak atas tanah atae hak
miiik atas satuan rumab susun, namun kKini PPAT diberi wewenang untuk
membuat akta-akia otentik mengenai perbuatan hukum, yang diatur dalam
Peraturan Pemerintsh Nomor 37 Tahun 1998 yang merupakan pelaksanaan
lanjutan dari Pergturan Pomerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1)
mengatur bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satean rumah
susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pomasukan dalam
perusahzan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecueali
pernindahan hak melalui lelang hanya dapat didaflarkan jike dibukiikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT vang berwenang menurut ketentuan
peraturan perundang-umndangan vang berlaku, serta Pasal 44 avat (1)
mengatur batiwa pembebanan hak langgunpan pada hak atas tanah atau
hek milik atas satvan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak
pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lan
pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah sesun yang
ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didsflar jika
dibukiikan dengan akia yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan terscbul, ferfihat pentingnya peranan FPAT,
Bahkan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 ditegaskan bahwa FPAT berperan besar dalam meningkatkan sumber
penerimaan negara dari pajak, sehubungan dengan tugas PPAT untuk
memeriksa telah dibayamya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Raogunan (BPHTB) sebelum membuat akia."”

Sejalan dengan peranannya itu, maka PPAT sebagai pejabat
umum  mempunival  tugas pokok melgksanakan sebagian  kegiatan
pendafiaran tanah dengan membuat akla schagai bkl telab dilakukannya
perbuatan hukum terlentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas

¥ thid, hal. 8.
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satuan rumah susun. Perbuatan hukum fersebut antara lain meliputi Jual
Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan ke dalam perusahaan {inbreng),
Pentbagian Hak Bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakel Alas
Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanppungan dan Pemberian Kuasa
Membehankan Hak Tanggungan.

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Memteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional. Untuk melayani masyarakat
dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belumn cukup terdapat PPAT
atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta
PPAT, Mentert Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat
menunjuk pejabat-peiabat dibawak ini sebagai PPAT Semcntara/PPAT
Khusys, yaitu ;

a. Camat/Kepala Dess scbagai PPAT Sementara;
b. Kepala Kantor Pertanahan scbagai PPAT Khusus,

PPAT sebagal pejabat umum mempunyai peran dan lugas yang
strategis di dalam memberikan pelayanan publik {pembuatan akia) yvang
berkenaan dengan bidang pertanaban, Akfa yang dibuat oleh PPAT untuk
dapat dibuatkan sertipikat hak atas tanah ataupun sertipikat hak
tanggungan adalah akta PPAT, sehingga kalau bukan azkta PPAT (akta
tanah) maka tidak dapat didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional,

2.1.3 Daerak Kerja PPAT

Daerah kerja PPAT meliputi satu wilayah keria Kantor
Perianahan, vaitu kabupaten/kota. Apabila suatu wilayah kabupaten'kota
dipecah menjadi dos atau febih wilayah kabupatenvkota, maka dalam
waktu satu tahun sejak diundangkannya undang-undang tentang
pembentukan kabupatenkota yang baru, PPAT yang daerah kerjanya
adalah kabupatewkota semula harus memilih  salah  satn wilayah
kabupaten/kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahws apabila

pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai satu tahun

Universitag indonesia

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH Ul, 2009



sejak diundangkannya undang-undang pembentukan kabupaten/kota bary
tersebut daerah kerja PPAT yang bersanghkotan hanya meliputi wilayah
kabupaten/kota jetak kantor PPAT yang bersangkutan.

Apabila Kantor Pertanahan untuk wilayah pemeckaran merupakan
kantor perwakilan, terhadap PPAT yang memilih daerah kerja asal atau
dzersh kerja pemekeran masih dapat melaksanakan pembuatan akta
meliputl wilayah Kamor Pertanahan induk dalam waktu paling lama satu
tahun sejak diundangkannya vndang-undang pembentukan kabupaten/kota
yang bersangkutan,

PPAT yang diangkat dengan daerab kerja kabupatenikota
pemckaran sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotz pemekaran
belum ferbentuk, maka PPAT vang bersangkutan hanmys berwenang

membuat akea di daerah kerja sesuai dengan pengangkatannya

2.1.4 Syarat Untek Menjadi PPAT

Seseorang untuk dapat diangkat sebagai PPAT haruslah lulus
ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasionah?
Namun sebelum mengikuti wjian PPAT, wajib mengikuti pendidikan dan
pelatthan PPAT vang diselenggarakan oleh Badan Partanaban Nasional
yang penyelenggaranya dapat bekeria sama dengan organisasi profest
PPAT#, dimana pendidikan dan pelatihan PPAT tersebut dimaksudkan
antuk  mendapatkan calon PPAT vang professional den memiliki
kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Materi vjian PPAT
terdiri dari :¥

e Hukum Pertanshan Masional;

* Badsn Pertamaban Nasional, Perslurn Kepala Badan Pertanahan Nagional Tentang

Pejabal Pembuat Akia Tanah, Peratvran KBPN Wamor | Tahun 2006, Pasal 6,

M Ibid, Pasal 11 ayat (2).
22 Jbid, Pasal 12 ayat (1),

3 thid, Pasat ¥2 ayar {3)
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Organisasi dan Kelembagaan Pertanahan;
Pendaftaran Tanah;
Peraturan Jabatan FPAT;
Pembuatan Akta PPAT, dan
f. Elika profesi,
Pendidikan dan pelatihan PPAT meliputi Pendidikan dan
Pelatihan Pertama dan Khosus. Pendidikan dan Pelatihan Pertama

a0

»

diselenggarakan sebagal salah satu persyaratap untek mengikuti giian
pengisian formasi PPAT daiém rangka pengangkatan PPAT perfama kali,
sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Khusus diselenggarakan  ontuk
memberikan  pemahaman atau  pengetahuan lanjutan dalam rangka
pembuatan akta tertentu yang herkaitan dengan perkembangan peraluran
perundang-undangan bidang pertanahan.
Untuk dapat mengikuti ujisn PPAT, maka harus berusia minimal
30 tahun dan walib meodsfiar pada panitia peleksana ujisn Badan
Pertanahan Nasional, dengan melengkapi persyaratan -
a. fotocopy KTP yang masih beriaks;
b. fotocopy sertifikat Pendidikan dan Pelatiban Pertama PPAT yang
dilegalisir cleh pejabat yang berwenang;
¢. pas foto berwarna dengan vkuran 4 x 6 ssbanyak 3 lembar; dan
d. fotocopy iiszeh 81 dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang
diselenggarakan vich lembaga pendidikan tingpi yvanp dilegalisir oleh
pejabat vang berwensng; atau
e. fotocopy Hazah Program Penrdidikan Spesialis Notariat ateu Magister
Kenotariatan yang dilegalisiv oleh pejabat yang berwenang.

215 Peaganghatan PPAT

Calon PPAT yang telab Julus ullan PPAT mengajukan
permohonan pengangkatan  sebagai PPAT kepada Kepzla Badan

Y thid Pasal 4,
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Pertanahan, dimana permohonan pengangkatan sebagai PPAT dilengkapi

dengan persyaratan : 2

a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan/atau surat
keterangan yang pada intinya menerangkan tidak pernah melakukan
tindak pidana kejahatan yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian;

b. Surat keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter spesialis
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;

¢. Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang
menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerima protokol
PPAT lain;

d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang
menyatakan tidak rangkap jabatan;

e. Fotocopy sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pertama PPAT yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

f. Daftar riwayat hidup; dan

g. Fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister
Kenotariatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau

h. Fotocopy ijazah S1 dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang.

Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di
daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan
masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri yang
bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan dapat menunjuk pejabat-
pejabat sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus, yaitu 26
1. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah

yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
2. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan

** Ibid, Pasal 15 ayat (2).

*® Indonesia (a), Peraturan Pemerintah Tentanp Peraturan Jabatan Pejabat Pembual Akla
Tanah, PP Nomor 37 Iahun 1998, LN No. 52 tahun 1998, TLN No. 3746, Pasal 5 ayat (3).
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masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi
negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari

Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

2.1.6 Formasi PPAT

Formasi atau kebutuhan dan pengadaan PPAT ditetapkan oleh
Kepala Badan Pertanahan untuk setiap daerah kerja PPAT dengan
mempertimbangkan faktor sebagai berikut :*’
a. jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun;
¢. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
d. jumlah permnohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. jumlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan;
f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan Pertanahan.
Formasi PPAT diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :**
a. formasi pada beberapa daerah kabupatenfkota tertentu yang hanya
diperuntukkan bagi PPAT yang pernah menjabat sebagai PPAT; dan
b. formasi pada daerah kabupaten/kota yang diperuntukkan bagi
pengangkatan pertama kali dan/atau untuk PPAT yang pernah
menjabat sebagai PPAT.

7 Badan Pertanahan Nasional, op. cif., Pasal 7 ayat (1).

2 1bid, Pasal 7 ayat (2).
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2.1.7 Pembinaan dan Peagawasan PPAT

Pembinaan dan pengawasan ferhadap pelaksanasn tugas PPAT
dilakukan ¢leh Kepala Badan Pertanahan, Kepala Kantor Wilayzh
Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan. Pembinaan dan pengawasan
terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanshan adalah
sebagal berikut 29
a. memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jebatan PPAT;

b. memberikan arahan pada semua pemangku kepentingan yang
berkaitan dengan ke-PPAT.am;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan atss organisasi profesi PPAT
agar tetap berjalan sespat dengan arsh dan lujuannya;

d. mcnja-ian}:an timickan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk
memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT
Sementara dalam rangka menjalankan kode etik profesi PPAT,
Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh
Kepala Kantor Wilayah adalah sebagai berikut -*°
a. menyampaikan den menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanzhan
serta petuniuk tehnis pelaksanaan fugas PPAT vang telah ditetapkan
oleh Kepala Baden Pertanahan dan peraturan perundang-undangan
yang beriaky;

b. membantu melakokan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan
perundang-undangan pertanahan atau petunjuk tehnis;

¢, secara periodik melakukan pengawasan ke kantor PPAT guna
memastikan ketertiban administrasi, pelaksanaan tugas dan kewzajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan peruadang-undangan ke-PPAT-an.

*? tbid, Pasal 66 avoi {1}

¥ 1bid, Pasal 66 ayat (2).
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Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh

Kepala Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut '

4. membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan
pertanshan serta petunjuk iehnis pelaksanaan tugas PPAT vang lclah
ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;

b, memoeriksa akia yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara
tertulis kepada PPAT vang bersangkutan apabila ditemukan akia yang
tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagal dasar pendaflaran
haknya;

v melakukan  pemeriksaan mengenal  pelaksanaan  Kewaliban

aperasional PPAT.

218 Hak dan Kewajiban PPAT

PPAT mempunyai hak **
a. outy
mempercleh uang jasa (honorarium) dari pembustan akia sesuai Pasal
32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
c. memperoleh informasi secrta perkembangan peraturan perundang-
undangan pertanahan;
d. memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebehum
ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagat PPAT.
Cuti PPAT terdiri atas >

a. culi tahunan, paling lama dua minggu setiap tahun takwim;

¥ Ihid, Pasal 66 ayat (3).

2 Jbidd, Pasat 36 ayat (1),

¥ Pasal 32 ayat (1) Peratoran Pemcrintah Momor 37 Tahun 1998 Tentang Perabaran
Fabamn Pajabae Pembumt Akia Tanah menyebutkan “Uang jasa (honorarfum) PPAT dan PPAT
Sementard, termasuk uang josa {honorarium) seksi tidak boleh melebihi | % (sam persen) dari
harpa transaksi yang iercantum di dalam akia”

* Badan Peranahan Nasional, o cir., Pasal 37,
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b, cuti sakit, termasuk cutt melahirkan, untuk jangka wakiv menurut
keterangan dari dokter yang berwenang;

c. cull karena alesan penting, dapat diambil setiap kali diperiukan
dengan jangka wakiu paling lama sembilan bulan dalam setizp tiga
tahun takwim.

Untuk dapat melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan
penting, maka PPAT yang baru dianpkat atau diangkat kembsli harug
sudah membuka kantor PPATnya minimal tiga tahun, sedangkan untuk
melaksanakan ketiga jenis cuti tersebut di atas maka diperlukan
persetujuan sebagai berikut :

a. untuk cuti yang lamanya kurang dari tiga bulan, dengan perschgiuan
Kepala Kantor Pertanahan setempat;

b. untuk enti yang lamanya tiga bulan atau lebih tetapi kurang dari cnam
bulan, dengan persetyjuan Kepala Kantor Wilayah setempat;

¢. uwntuk cuti yang lamanya enam bulan atau lebih, dengan persetujuan
Kepala Badan Pertanahan,

PPAT mempunyai kewajiban -

2. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Negara Kesatuan Repulilik Indonesia,

b, Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpat jebatan  scbagai
PPAT;

c. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada
Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lantbat tanggal
sepuluh bulan berikutnya,

d. Menyerahkan protokol PPAT, dalam hal :

1) PPAT vang berhenti menjabat kepada PPAT di daersh kerdanya
atau kepada Kepala Kantor Pertanahan;

2) PPAT Bementara yang berhenti sebagai PPAT Sementara kepada
PPAT Sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala

Kantor Perfanghan

** Ihid, Pasal 45,
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3) PPAT Kbusus yang berhenti scbagal PPAT Khusus kepada PPAT
Khusus yang menggantikannya aleu kepada Kepsla Kaator
Pertanahan;

e. Membebaskan vang jasa kepada orang yang tidak mampu, vang
dibuktikan secara sah;

f. Membuks kantornya setiap hart kerja, kecuali sedang melaksanakan
cuti atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan
Jam kerja Kantor Pertanaban setempat;

g. Berkantor hanya di satu kantor dalam daerah kerja sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT,

b, Menyvampaikan alemat kantomya, contoh tanda tangan, contoh paraf
dan teraan cap/stempel isbatannya kepada Kepala Kantor Wilayah,
Bupati/Walikota, Ketua Penpadilan Negeri dan Kepala Kantor
Pertanahan vang wilayabnya meliputi daersh kerja PPAT vang
bersangkutan dalam waktu satu bulan setclab psagambilan sumpah
jabatan;

i. Melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah
jabatan;

[ Memasang papan nama dan menggunakan stempel vang bentuk dan
ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan;

k. Lain-iain sesusi peraturan perundang-undangan,

Selain itu, PPAT berkewajiban menvampaikan akta PPAT dan
dokumen-dokumen lain yang diperlukan untok keperfuan pendafiaran akta
perbuatan hukum vang dibuainya kepada Kepala Kantor Pertanahan palihe
fambat tujuh hari kerja sejak ditandatangani akta vang bersangkutan °

PPAT wajib menolak untuk membuat akta jika
a. tidak ada sertifikat asli atau surat bukti hak;

b. salah satu pihak atau kuasanya tidak hadir;

* thid, Pasel 61 ayat (1).

7 tndonesia {b), Peramran Pemgrintsh Tentanp Pendaftaran Taoah, PP No. 24 Tahun
1957 LN Nao. 3% tghun 1987, TLN No. 3896, Pasal 39,
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2.1.9

@

bagi tensh-tanah yang harus mendapat ijin darl instansi vang
berwenang, belum diperoleh iiin;

salah satu pthak bertindak berdasarkan surat kuasa mutlak;

obyeknya masih dalam sengketa;

tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undanp;
belum diserabkannya kopian Surat Setoran Pajak Penghasilan (8SP)
atay Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguonan
{SSB).

Tugas dan Kewenangan PPAT

PPAT mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sehagian

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukii telah

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenat hak atas tanah amau Hak

Milik Atas Saluan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi

pendaftaran perubahan data pendaflaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itn.*® Perbuatan hukum vang dimaksud adalah =

4.

=0

S &

o ot P

Jual beli;

tukar menukar;

hibah;

pemasokan ke delamn peruszhaan (inbreng);

pembagian hak bersama;

pemberian Hak Guona Bangunan/Hak Pakai atas tansh Hak Milik;
pemberian Hak Tanggungan:

pemberian kKuasa membebankan Hak Tanggungan.

3 Budan Pertanahan Nasional, op. cif., Pasal 2 aval (1).

¥ 1bid, Pasal 2 ayat (2),

Undvargitas indonesia

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH Ul, 2009

R



26

2.1.10 Pemberhentian PPAT

PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena
a. meninggal dunia; atay
b, telah mencapai usiz 65 tahun; atau
¢. diangkat dan mengangkat sumpat jabatan atau melaksanakan tugas
sebagai notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota yang lain
daripada daerah kerjanya sebagal PPAT; atau
d. diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan,
PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala

Badan Pertanahan karena -
permintaan sendirt;

b, tidak lagi mampu menjalankan tugas karena keadean kesehatan badan
atau keschatan Hwanya, setelab dinyatakan oleh tim pemeriksa
kesehatan yang berwenang ates permintaan Kepala Badan Pertanaban
atau pejabat yang ditunjuk;

¢. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atan kewajiban
scbagai PPAT,

d. diangkat scbagal PNS (Pegawal Negeri Sipil) atau anggota TNI
{Tentara Nasional Indonesie¥POLRI (Kepolisian Hepublik Indonesia),

PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari isbatapnys oleh

Kopala Badan Pertanahan karena :*2

a. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajitan
sebagal PPAT;

b. dijatohi hukeman kurunpadpenjara karena  melakukan  kejahatan
perbuatan pidana yang disncam dengan hukwm kurongan atau penjara
paling lama 5 (lima) tahun atsu lebike berat berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukom tetap;

c. melanggar kode etik profesi.

* rhid Pasal 25 avar (1),
i, Passt 28 ayai 1)

2 Ihiet, Pasal 28 ayat (2).
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Pelanggaran ringan yang dimaksud antara lain :*

a. Memungut uwang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Dalam waktu dua bulan setelah berakhirnys cut tidak melaksanakan
tugasnva kembali;

c. Tidak menyampaikan laporan bulanan mengensi akta yang dibuatnya;

d. Merangkap jabatan sebagai advokat, Pegawal Nepara, Pegawal Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
atau lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
dan

¢. Lain-lain yang ditetapkan oich Kepala Badan Pertanahan.

Pelanggaran berat yang dimaksud antara lain :*

a. membantu  melakukan permufakatan jahal yang mengakibatkan
sengketa atou konflik pertanahan;

b. melakukan pembuaten akia scbagat permuizkatan jahal yang
mengakibatian sengketa ateu konflik pertanahan;

¢. melakukan pembuatan akiz di tuar daerah kerianyes;

d. memberikan keterangan yang tidek benar di dalam skia veng
mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;

e. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang
terietak di luar dan/atau di dalam daerzh kerjanya;

f.  melangger sumpat jzbatan PPAT;

g pembuatan akis PPAT vang dilakukan, sedangken diketahul oleh
PPAT yang bersanpkutan bahwa pora pihaic yang berwenang
melakuken perbuatan bukum  atau  kussanya sesuai  peraturan
perondang-undangan tidak hadir dthadapannye;

h. pembuatan akta mengenai bak atas tanah atau Hak Milik Ats Satvan
Rumah Susun yang olech PPAT vyang bersangkutan diketahui masih
dalam scngketa yang mengakibatkan penghadap yang bersangkutan

 ihid, Pasal 2% avel (3},

¥ thid, Pasal 28 aym {4}
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tidak berhak untuk mefakukan perbuatan hokum yang dibuktikan
dengan akia;

i, PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan pada pihak maupun pihak
yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai
akia yang dibuatnya;

i. PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang tidak berwenang
melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;

k. PPAT membuat akia dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian
sementara atan dalam keadasn cuti;

. Lain-lain vang ditetapkan oleh Kepala Badan Portanahan.

PPAT yang akan berhenti karena mencapai usia 65 {enampuluh
lima} tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya harus melaporkan
kepada Kepsla Kantor Pentanahan setempat mengenai PPAT yang bersedia
menerima protokol PPATnya, dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah, dimana pemberhentian PPAT dari jabatannya dilakukan dengan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan. Apabila PPAT ielah diberhentikan
dari jabatannya, maka ia tidak lagi berwenang membuat akta PPAT scjak
tanggal bertskunya keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi ;°
a. advokay
b. pegawal negeri, pegawai badan usaha milik nepara/dacrab;

c. lain-lain jabatan yang dilarong peraturan perundang-undangan, antara
tain ABRI, yaitu TNI dan Polri.

2.1.11 Protokol PPAT

Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang haros disimpan
dan dipelihara oleh PPAT vang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah

5 Ibid, Pasal 30.ayat (1).
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pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.’® Protokol

PPAT terdiri dari :

4. Daftar Ak, yaitu satu buku untuk semus akta vang dibuatnya dimana
diisi dan ditulup setiap hari kerja dan diparal oleh PPAT vang
bersangkutan;

b. Akta asli PPAT, yang dijilid sebulan sekali dan setiap jilid terdirl dari
(50) limapuluh lembar akta;

Warkah pendukung dalam pembuatan akta;

4. Arsip laporan, yaitu arsip laporan bulanan PPAT kepada instansi yang
berwenang mengenat akla-akta yang dibuainya;

&. DaBar Agenda, yaite bukn tontang pengiriman atay penyershan surat
surat berkaitan dengan tugas PPAT;

f.  Sarat-surat lain yang diperlukan dalam pembuatan akta PPAT.

2.1.12 PPAT Semeniara

Pengertian PPAT Sementara diatur dalam Pasal | angka 2
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pgiabat Pembuat Akta Tansh Juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1| Tahun 2006 Tentang Ksetentusn
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tshun 1998 Teniang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu pejabat pemerintah
vang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Formast atau kebulvhan dan penunjukan PPAT dan PPAT
Sementara  ditetapkan  oleh  Kepala Badan  Pertanshan  dengan
merapertimbangkan fakior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
Juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Perfanahan Nasional
Nomor | Tahun 20086, yaitu

% thid, Pasal | anpka 5.

2 thid, Pasal 9 ayat {13 Junnto Pasal 7 ayac{t),
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4. jumiah kecamalan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23
tingkat perkembangan ekonomi daersh yang bersangkutan;
d. jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. jumlah PPAT vang sudah ada pada setiap daerah kabupatenkota yang
bersangkutasn;
f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan Pertanahan.
Camat dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara dalam hal 4i
daerah kabupaten/kota sebagai wilaysh kerjanya masih tersedia formasi
PPAT, dimama untuk keperivan penunjvkan Camat scbagai PPAT
Sementara, yang bersangkutan wajib mengaiukan permohonan penunjukan
sebagai PPAT Sementars kepada Kepala Badan Perianahan dengan
rmelampirkan salinan atau fotocapy keputusan penganpkatan sebagal
Camat melalui Kepats Kantor Wilayah,™®
Dalam hal tertentn Kepala Badan Pertanahan dapat menunjuk
Camat danfatan Kepala Desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara,
namun sehelum Camat dan/atay Kepala Desa ditunjuk sebagat PPAT
Sementara, maka Camat danfatau Kepala Desa tersebut wajib mengikuti
pendidikan dan pelatihan yeng diselenppgarskan oleh Badan Pertanahan
Nasional yang penyelenggaraannya dapat bekegja sama dengan organisasi
profesi PPAT*

Z.1.13 PPAT Khusus

Pasal 1 angke 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanmah Juncte Pasal |

*® Ibid, Pasat 1% ayat (1) dan ays {3},

W 1bid, Pasat 1§ aya1 {)) dan avat (2).
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angka 3 Peraturan Kepala Badan Pertanzhan Nasional Nomor 1 Tahun
2006 Tenmtang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomaor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
mengatur definisi PPAT Khusus, yaitu pejabat Badan Pertanahan Nasional
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat akta PPAT tertente khusus dalam rangka pelaksanaan program
atau fugas Pemerintah terfenta,

Formast PPAT Khusus ditetapkan  oleh Kepala  Badan
Pertanahan beordasarkan kebutuhan akan perbuatan hukum tertentu &
kabupaten/kota yang bersangkutan, ™

2.2 Ketentuan Umwm Tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan bak
alas tanah dan/atan bangunan

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000, dan terekhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008, vang selanjutnya disebur juga Undang-Undang Pajak
Penghastlan,

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak
Penghastlan terhadap Subvek Pajak bsrkenazan dengan penghasiian vang
diterima aisy diperolehnya dalam tshun pajak. Subyek Palak fersebut
dikenakan pajak apabila mencrima atau memperoleh penghasilan, Subyek
Fajak yang menerima atau memperoleh penaghasilan dalam Undang-
Undang Pajak Penghaslan dischut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan
pajak atas penghasilan yang diterinsa atau diperolehnya selama sat ahun
pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyeknya dimulai atau berakhir
dalam tahun pajak. Yang dimaksd dengan tahun pajak dalam Undaog-
Undang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak

# 1bid, Pusal 10,
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dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim,

sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka wakiu duabelas bulan.™

2.2.1 Subyek PPh (Wajib Pajak PPh)

Subyek Pajak dalam Pajak Penghasilan teediri dari Subyek Pajak
dalam negeri dan Subyck Pajak luar negeri. Dalam Pasal 2 ayat {3}
Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan pengertian Subyek Pajak
dalam negeri vang berbunyi sebagai berikut

“(3) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah

a. Orang pribadi vang bertempat tinggal di Indonesia atan orang
pribadi yang berada di Indomesia lebih dari 183 {seratuws
delapanpuiuh tiga) harl dalam jangks waktu 12 (duabclas)
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada
¥ Tndonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia;

€. warisan vang belum terbagi sebagai  salu  kesatuan,
menggantikan yang berhak.”

Warisan yang belum torbagl yang ditinggalkan oleh orang
pribadi subyek pajak dalam neperi dianggap sebagai subyek pajak dalam
negeri mengikuti status pewaris, Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan
kewaiiban perpajakannya, warisan terssbut menggantikan kewajibasn abli
warls yang berhak. Apebila warisan terscbut felah dibagi, kewajiban
perpajakannya beralih kepada ahli waris. ™ Warisan yang belum terbagi
vang ditinggalkan olch orang pribadi scbagai subyek pajak luar negeri
yang tidak menjalankan usaha atan melakukan kegiatan melalui suatu

bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagal subyek pajak

*! sdohammad Rusjdi, PPh : Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hal, 62~ 1,

2 Indonezia (¢). Undang-Undang Tentang Paiak Penghasilan, U0 No 36 Tahun 2008,

LN Ne. 133 1alvun 2008, TLN No. 4293, Penjelasan Pasal 2 syal (3) hurufe.
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pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada obyeknya”

Sedangkan pengertian Subyek Pajak luar negerl diatur dalam
Pasal 2 avat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berbunyi sebagat
berikut :

“{4) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak fuar negeri adalab ¢

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
prang pribadi yang berada di Indonesiz tidak lebih dari 183
{seratus delapsnpuluh tiga}) heri dalam jangka wakty 12
(duabelas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjajankan usaha
atau melakukan kegiaman melalui bentuk wvsaha otap i
Indonesia;

b. Oreng pribad] yang tidak hertempat tinggal di Indonesia atan
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 {scratus delapanpuluh
tiga) hari dalam jangka wekte 12 (duabelas) bulan, dan badan
yang tidsk didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakokan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

2.2.2 Objek PPh

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Fajak Penghasilan mengatur
mengenai obyek pajak penghasilan sebagai berikut

“¢1) Yang menjadi Obyek Paizk adalah penghasilan yeitu setiap
tambahan kemampuan ekenomis yang diterima atau diperoich
Wajib Pajsk, baik yang berasal darl Indonesia maupun di fuar
Indonesia, yang dapat dipaksi untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Waiib Pajak yang bersanglkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
a. pengpantian atau imbalan berkenasn dengan pekeriaan atau

jasa yang diterima atau diperoleh termasuk  gaii, wpah,
tunjangan, honorarism, Komisi, bonus, gratifikasi, uvang
pensinn, atau imbalan  dalam  bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 mhid, Penjelusan Pasal 2 ayat (3) huruf ¢,
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b. hadish dari undian atauw pekerjzan atay kegistan, dan
penghargaan;

. laba usahs;

d. keuntungan karcne penjualan atau karena pengaliban harta
termasuk

1} keuntungan karena pengalthan  harta  kepada  perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagal pengganti saham atau
penyertaan modal;

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan barla kepada pemegang ssham, sekulu
atan angeoa,

3} keuntungan karena  likuvidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4} keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuall yang diberikan kepada kelsarga sedarab dalam
paris keturunan lurus satu derajat, dan baden keagsmaan atan
badan pendidikan atay badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oich Menteri Keuvangan, sepaniang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerizan, kepomilikan atau
penguasaan anlara pihak-pihak vang bersangkutan;

¢. penerimazn kembali pombayaran pajak vang telah dibebankan
sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan Karena
Jaminan pengembalian utang,

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti; [

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengen penggunaan
harta;

J. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecual] sampal dengan
Jumlah tertentu vang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

I keuntungan karcna selisilt Kurs mata vang asing;

m. selisih lebih karcna penilaian kembali aktiva;

1. premi asuransi;

o. iuran  yang diterima atan diperoleh  perkumpulan  dari
angpotanya yang terdirl dari Wajib Pajak yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari peaghasilan yang
belum dikenakan pajak.”

Penghasilan dari pengaliban harta berupa hak atas 1anah dan/atau
bangunan, pengenaan pajakaya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 1994 Junctis Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1996, Peraturan Pemecrintah Nomor 79 Tahun 1999 dan Peraturan
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Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah danfatau
Bangunan, yang selanjuinya disebut juga Peraturan Pemerintal Tentang
Powbayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Darl Pengalihan Hak
Atas Tanah dan/stau Bangunan, dimana obyek paiak penghasilen dari
pengalihan harta berups tanah dan atau bangunan yang akan menjadi
pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994
berikut Penjelasannya, lebit dipertegas lagl mengenai obyek pajak
penghasilan dari pengalihan harta berups tanah danfatay bangunan, yang
berbunyi sebagai berikoi :

*{1} Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan dari pengalihan hak atas tanah danfalau bangunan wajib
dibayar Pajak Penghasilan, pada saat terjadinya transaksi tersebut.

{2) Pengalihan hak atas tansh dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah semua penpalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang dapat dilakukan dengan cara :

a. penjualan, tukar wmenukar, pedanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyeraban hak, lelang, hibah, atau cara Iain
yang disepakatt oleb kedua belak pthak vang bukan
pemerintah;

b, penjualan, tuker menukar, pelepasan hak, penyerahan hak,
atau carg lain yang disepakati dengan pemerintah puna
pclaksanasan pembangunan, ltermasuk pemtbangonan untuk
kepentingan wmnum vang tidek memsrlukan persyaratan
khasus, misaloya penjualan atau pelepasan hak tanah kepada
pemerintah untuk proyek Rumah Sakit Umum dan ontuk
proyek kampus universitas;

c. penjnalan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerashan hak,
atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlokan
persyaratan khusus, yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah
untuk proyek-proyek jalen umum, saluran pembuangan airn,
waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran
irigasi, pelabuhan lavt, bandar udara, fasilitas keselamatan
umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar
dan bencana lalnmya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.”
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2.2.3  Tidak Termasuk Obyek PPh

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur
mengenal yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah :

a. 1} banmtuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemwerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2} harts hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam paris
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan ¢leh Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemibikan, alzu
penguasaan antara pihak-pihak yang bersanghkutan;

b. warisan,

¢. bharta termasuk setoran tenal yang diterima oleh badan sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)} huraf b sebagal pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekeriaan atay jasa yang
diterima atan diperoleh dalam bentuk natura dan atau kentkmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah;

¢. pembayaran dari  perusahaan asuransi kepada orang  pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
Hwa, asuransi dwignna, dan asuransi beasiswa;

f. dividen atan bagian laba vang diterima atan diperoleh perseroan
terbatas schagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal
pada badan usaha vang didirikan den berempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat
13 dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2} bagi perseroan torbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Radmn

Usaha Milik Daerab yang menerima dividen, kepemilikan saham
pada badan vang memberikan dividen paling rendsh 25%
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{duapulub lima persen} dari jumalh modal vang disetor dan harus

mempunyai usaha akiif i luar kepemilikan saham tersebus;

. wran yang diterima atay diperoleh dari dana pensiun yang

pendiriannya telah disabkan oleh Menteri Keuangan, baik yvang dibayar

oleh pemberi kerja maupuoe pegawai,

. penghasilan dari modal yang ditanamkanr oleh dana pensiun sebagal

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu vang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Kenangan,

bapian laba yang diterima ataw diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas  saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma dan kongst;

bunga obligast yang diterima atau diperoleh perusshaan reksadana

selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan stav pemberian

ijin usaha;

. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menialankan usaha atau kegiatan ¢ Indonesia, dengan syarat badan

pasangan usaha tersebut

1) merupakan perusahaan kecil, menengah atau yeng menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia,

nlverciias Indonesis

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH Ul, 2009



38

2.2.4 Cara Penghitungan PPh alas pengalihan hak atas tanah dan/atan

bangunaa

Besarnya Pajak Penghasilan atas pengalihan (anah daniatas
bangunan adalah schesar 3% (lima persen) dart jumlah bruto nilai
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi™
1. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasifan

dari pengalihan hak atas tanah dan/atan bangunan melalui penjualan,
tukar menukar, perjaniian pemindahan hak, pelepasan hek, penverahan
hak, lelang, hibah, atay cara lain yang disepakatai dengan pihak lain
selain pemerintah™;

2. orang pribadi atav badan yang menerima atan mempersieh penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan,
tukar menukar, pelepasan hak, peayerahan hak, atau cara lain vang
disepakati dengan pemerintah gunas pelaksanmasn  pernbangunan,
termasek  pembangunan  untuk kepentingan umum  yang  tidak
memerlukan persyaratan khusus.”

Nilai pengaithan hak atas fanab dan/atau bangunan yang
dimaksud adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akia pengalihan
hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atap bangunan yang
bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Juncto
Undang-Undang Momor 12 Tabur 1994 Tentang Pajak Busii dan Bangunan
kevuali
a. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adaish nilai berdasarkan

keputusan pejabat vang bersangkutan;

¥ Indonesiz (4}, Peraturan Pererinigh Tentang Pembayaran Pajak Pesghasilen Afas

Penghagian Dari Penpalinen Hek Alps Tangh danfaiay Bangunan, PP Nomor 43 Tahun 1994,
Pasal 4 aya {1}

** Ihid. Pased 2 ayat {}) Juncto Pasal | ayal (2) hurafa

5 Ibid, Pasal 3 ayat {1} luncto Pasal 1 ayal {2) hunef b
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b. dalam hal mengalihkan hak sesvai dengan peraturan lelang (Sth. 1908
Nomor 189 dengan segala perubabunnya) adalah nilal menurut risalah
tersebut.y’

Besarnya nilai pengalihan sebagai dasar penghitungan besarnya

Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh orang pribadi atan badan, atau

dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang, adalsh nilal vang

tertinggi antara nilai menurnt akia dengan milai meourst Nilal Jual Obyek

Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan/atau

bangunan yang bersangkutan dalsm tabun pajek eriadinya pengalihannya.

Dalam hal pengalihan kepada pemerintah, maka besarnya nilai pengalihan

adaizh berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam

hal pengalihan hak berdasarkan lelang, maka besarnya pengalihan adalah
berdasarkan nilai menurut risalah lelang *®
Nilai Jual Obyek Pajak adalsh Nijai Jual Obyek Pajak menurnt
Surat Pemberiahuan Pajak Terntang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang
bersangkutan atau daiars hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud
belum terbit, adalah Nilai Obyek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak
terutang tahun pajek sebelumnya.™ Apabila tanah dan/atau bangunan
tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajek Bumi dan Bangunan,
maka untuk memperoleh besamya Nilai Jual Obyek Pajak, orang pribadi atau
badan yang melakukan pengaliban wajib meminta surat keterangan mengenai
besarnya Nilal Jual Obyek Pajak atas fanah dan/atas bangunan antuk tahuy
pajak yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Paiak Bumi dan
Bangunan yang wilayah wewemngnya melipntl letak tanah  dan/atas
bangunan tersebut ®
Pada dasarnya semuz pengalihan hak atas tanah danfatau
bangunan dikenakan Pajak Penghasilan, namun untuk keadilan dibertkan

pengecualizn dari pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan, yaitu :

57 ibid, Pasal 4 syat {2],
* thid, Penjelasan Pasal 4 syat (2).
* Ihid, Pasal 4 ayat (3.

 Ibid, Perjclasan Pasal 4 ayal {4},
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1. orang pribadi yang menerima atay memperoleh penghasilan dari
pengaiihan hak atas tanah dan/atau bangunan melzlui penjualan, tukar
menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak,
lelang, hibah, atau cara Jain vang disepakatai dengan pihak lain selain
pemerintab atau kepada pemerintah yang jumiah brutonya kurang dari
Rp. 60,000,000,- {enampuluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlsh
yang dipecah-pecah.

Lokasi pembangunpan sarana kepentingan uvmum yang tidak memeriukan
persyaratan khusus dapat dibangun i banyak temipat, misalnya untuk
pembangunan sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintah.'

2. orang pribadi atau badan vang menerima atau memperoleh penghasilan
dati pengaiihan hak atas tanab danfatou bangunan kepada pemerintah
dengan pembayaran ganfi rugi yang akan digunakan untuk kepentingan
umum yang memerivkan persyaratan khusus, yaitu jalan omum, saluran
pembuangan air, waduok, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan laut,
bandar wdara dan fasilitas  keselamatan umum  seperti  tamggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencans tainnya, senta fasilitas
Temtara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lokasi pembangunan sarana kepentingan umwuin terscbul memerlukan
persyaratan khusus misalnya untuk pelabuhan laut diperlukan tanah
tertentu - untuk memenuhi persyaratan  sebagai  pelabuban  seperti
kedalaman laut, arus laut, pendangkalan dan lain sebagainya.™

3. orang pribadi vang melakukan pengalihan tanah dandalzo bangunan
dengan ¢ara hibah kepada keluarpa sedarah dalam parts Returunan furus
satn derajat, dan kepada badan keagamaan atan badan pendidikan atau
badan sosial atau pengusaha kewvil termasuk koperasi yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, sepaniang hibah terscbut tidak ada hubungannya

dengan ussha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan znlara pibak-

® 1hid, Pasal § huruf a dan Penjelesen Pasal § hurufa.

“ Indonesia (¢), Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Keliga Ales Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atss Penghasiian Dari

Pengalihan Hak Atag Tanash dan/atans Bansunay, PP Momor 71 Tahen 2008, LN No, 164, TLN Mo,
4914, Penjelasan Poasat 3 hurufa,
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pihak vang bersangkutan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut
bukan merupakan Obyek Pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan.
Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf*

4. badan yang melakukan pengalihan 1anah dan/atau bangunan dengau cara
hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
termasuk yayasan, organisesi sejenis lainnva, atau penguassha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Mentert Keuangan, sepaojang
hibah fersebut tidak ada hubungeenya dengsn wusaha, pekeriaan,
kepemilikan atau penguasaan aniara pibak-pihak yang bersangkutan,
maks keuntungan Karenz pengalihan tersebut bukan merupakan Obyek
Pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan, Termasuk dalam pengeriian
hibah adalah wakaf.**

5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan ®

4.3 Ketentvan Umum Tentang Bea Perolehau Hak atas Tanah dan Bangunan
{BPHTRB)

2.3.1 Pengertian BPHTB

BPHTE adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan, Pada dasarnya, BPHTE dikenakan atas setiap
perolehan hek yang diterima oleh orang atau badan dan terjadi dalam
wilayah hukum Negara Indonesia. BPHTEB merupakan pajak vang werutang
dan harus dibayar oleh pibak yang mempercieh suatu hak atas fanah
danfatau bangunan agar akta atau risalah lelang, atav surat keputussn
pemberian hek dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

terwenang. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan

1 bid, Penjutusan Pasal § hurufe.
# 1hid, Penjelasan Pasal 5 huruf d.

® fhid, Peajelasan Pasal 5 horuf e,
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atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanzh
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.%®

Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena dua
hal, yvaitu peristiwa hukaun dan perbuatan hukum, Perolchan hak karena
peristiwa hukum merupakan perolehan hak yang diperoleh eleh seseorang
karena adanyva suatu peristiwa hukum, misalnya pewarisan, yang
mengakibatkan hak atas taezh tersebut berpindah dari pemilik tanah
dan/atay bangunan sehelumnya (pewaris) kepada ahli waris vang berhak,
Perolehan hak karena pewsarisan il hanya terjadi apabila teviadi peristiwa
hukum yaitu meninggalnya si pewaris. Apabila si pewarks tidak meninggal
dunia, tidak akan ada pewarisan yang mengakibatkan hak atas tanah dan
bangunan beralih darl pewaris kepada ahli waris, &

Cara perolehan hak atas tanah wyang kedwa adalah melalui
perbuatan hukum, vaitu pemilik tanah dan bangunan secara sadar
melakukan perbuatan hukum mengalibkan hak atas tansh dan bangunan
miliknya kepada pihek kin yang zkan menerima peraliban hak fersebut,
contohnyz adalah jual beli, hibah dan Eelang.&

2.3.2 Prinsip Pemungutan BPHTB

Pemungutan BPHTE di Indonesia dilakukan denpan berpegang
pada lima prinsip, yaim %
i.  Pemenuhan kewaitban BPHTB aduiah berdasarkan self gzsessment,
yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.
2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% {lima persen) dari Nilai
Perolehan Objek Pajak Kena Pajek (NPOPKP).

% Marthot P, Siahaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan @ Teori das Prakeek,
Edisi Revisi, (Jakaria ; PT. RajaCiralindo Persada, 2003), hal. 40.

57 thid, hat. 41,
 thid.

¥ mhid.
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3. Agar pelaksanaan UU BPHTDB dapat berlaku secara efekif, wajib
pajak dan pejabat umum vang melangpar ketentuan atau tidak
melaksanakan kewajibannya sebsgaimana yang ditentukan oleh
undang-nndang akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

4,  Hasil pencrimasn BPHTB merupakan peserimaan negara yang
schagian besar diserahkan kepada pemeriniah  dacrah, untuk
meningkatkan pendapatan dacrah guna membiayal penyelengparaan
pemerintah daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah,

5. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dJi luar
ketentuan UL BRHTB tidak diperkenankan.

2.3.3 Subyek BPHTB

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tabun 1997 Juncto Pasal 4
Undang-Undang Nowmor 20 Tahur 2000 Tentang Bea Perclehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (selanjuinya disingkat dengan Undang-Undang
BPHTH) menctapkan bahwa Subyek Pajak BPHTB adalsh orang pribad
atau badan vang memperoleh hak atas tansh dan atau bangunan, dimana
subyek pajak BPHTE tersehut yang dikenakan kewajlban membayar pajak
BPHTH menjadi Walib Pajak.

234 Obyek BPHTB

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang BPHTB serta penjelasannya,

menetapkan sebagai berikut :
1. Yang menjadi obyek pajak adalah perolchan hak atas tanah dan/atau

bangunan, adapun pengertian perolehan hsk atas tanah danfatau
bangunan adaiah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
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diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleb orang pribadi atau
badan,

Kalaw ditinjau dari pengertiannya maka jelaslah bahwa Pajak BPHTB
dikenakan karena peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas
transaksi/peralilian haknya.

. Perolehan hak atas tanah dan/atau bapgunan sebagaimana dimaksud
dalam butir I di atas meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

1. Jual beli;

2. Tukar menukar;
3. Hibah;

4. Hibah wasiat;

Hibah wasiat adalah penetspan wasiat yang khusus mengenal
pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang
pribadi atau badan terteniu, yang berlaku seielah pemberi
hibah wasiat meninggal dunia

5. Waris;

6. Pemasukan dalam perserpan atau badan hukum lainoya
maupun badan nsaha (inbreng):
Yang dimaksed dengan pemasukan dalam perseroan atau
badan bukum lainnya maupun badan usaha lainnye {inbreng)
adalah pengalihan hak atas lanah dan/atan bangunean dari orang
pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau baden
hukum lainnys sebagst peayertzan modal kepada Persercan
Terbatag atau badan hukom lainnya tersebut,

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
Pemisahan  hak  veng mengakibatkan perslihan  adalzh
pemindahan schagian hak bersama atas tanah dan ataun
bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama
pemegang hak bersama.

8. Penunjukan pembell dalam lelang;
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Penunjukan pembell dalam lelang adalah penetapan pemenang
lelang cleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam
Risalah Lelang.

9, Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tatap;
Sebagal peleksanasn dari Putusan Hakim .yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, terjadi peralihen dari hak
prang pribadi atau badan sebagai salah saty pikak kepada pihak
vang ditentukan dalam Putusan Hakim tersebut,

10. Penggabungan usaha;
Penggabungan usaha adalab penggabungan dari dna badan
usaha atau lebil dengan cara tetap mempertahankan berdirinya
salah saty bacan usaha dan melikutdasi badan usaha {amnya
vang mengpabungkan diri.

11. Peleburan usaha;
Peleburan usaha adalah penggabungan darl dun atan jebib
hadan usaha dengan cara mendirikan badan uszha baru dan
melitlkuidast badan-badan usaha yang bergabung terscbut.

12. Pemekaran usaha;
Permekaran usaha adalah pemisahan suatn badan usaha menjadi
gua badan usaha atsu lebih dengan cara mendirikan badan
usaha barp dengan mengaiihkan sebapian aktiva dan pasiva
kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa
melikuidasi badan usahs vang lama.

i3, Hadiah;
Hadiah adalah seatu perbuatan hukam berupa penyerahan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang dilakvkan oleh orang
pribadi atau badan kepada penerima hadiah.

Peinberian hak baru karena

1) Kelanjutan pslepasan halk;

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan

pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi
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atau badan hukum dari Negara alas tanah yang herasal dari
pelepasan hak.
2} Pemberian hak baru diluar pelepasan hak;
Yang dimsksud dengan pemberian hak baru diluar pelepasan
hak adalah pemberian hak bara atas tanah kepada orang pribadi
atay badan hukum dari Negara menurut persturan perundang-
undangan yang berlaka,
3. Hak atas tanzh sebagaimana dimaksud dalam butic | di atas adalah :
a  Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
Hak Guna Bangunan;
Hak Pakat;
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
Hak Pengelolaan;

™o oo

2.3.5 Obyek Pajak Yang Tidak Dikepakan BPHTB

{Obyek pajak yang tidak dikenakan BPHTB ditetapkan dalam
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang BPFHTB adalah obyek pajak yang
diperoleh :
a} perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas porlakuan timbsl
balik;
b} Megara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan
peribangunan guna kepentingan umum,;
Yang dimaksud tassh dan/atau bangunan yang digunakan untuk
penyelenggaraan  pemerintah, baik  Pemerintah  Pusat  maupun
Pemerintah Daerah, dan kegisten yang semats-mata tidak ditgjukan

untuk mencari keuntungan, misalaya tanah danfatay bangunan yang
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digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan

umum.’

¢} badan atau perwakilan organisast internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan Jain di lvar fungsi dan tugas badan atau
perwakian organisasi tersebut;
Badan atau perwakilan organisasi intermasional yang dimaksud dalam
pasal ini adalah badan afau perwakilan organisasi internasional, baik
pemerintal maupun non pemerintah,”?

d) orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak
lama menjadi hak baru wmenurut Undang-Undang Pokok Agraria,
termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah,
Contoh :
a. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa ada perubahan nama;
b. Bekas tanah Hak Milik Adat (dengan bukti serat Girik atau

sejenisnya) maenjadi hak barg,

Yang  dimaksud  dengan  perbustan  Bukem Isin misalnya
memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan vama.
Contoh :
Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang dilaksanakan baik sebelum
maupun setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan,™

e} orang pribadi atau badan karena wakaf;
Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang pribad
atau badan yang memisabkan scbagian darl harla kekavasnnya vang
berupa Hak Milik tanzh dan afay bangunan dan melembagakannya

* tndenesia (£, Undung.Undeng Bes Perolehun Hak stes Tanah don Bungunes, Undang-
Unsdang Nomaor 21 Tahor 1997 Junet Undang-Undang Nemor 20 Tebun 2600, LN Mo, 134, TLN

No. 3988, Penjelasan Pasal 3 aya {1} hurof'b,
* Mhid, Penjolasan Pasat 3 avat {3} el

2 thid, Penjelussn Pasal 3 avat (1) huref 4.
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untuk selama-lamanyz untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan
umum lainnya tanpa imbalan apapun.”

fy Obyck pajak yang dipercleh orang pribadi atau badan digunakan untek
kepentingan ibadah,

Sedangkan Obyek Pajak yang diperoleh karena waris, hibah
wasiat, dan pemberian Hak Pgngelolaan pengenaan pajak diatur dengan
Peraturan Pemerintah.”® Pokok-pokok muatan Persturan Pemerintah
tersebut antara lain berisi fata cars menghitung beosamya BPHTB atas
obyek pajak yang diperoleh karena waris.” Tentang hal tersebut dasamya
adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan
Bea Perplehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan
Hibah Wasiat.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2060 Tentapg Pengenaan
Bea Perclehan Hak atas Tansh dan Bangunan kercna Pemberian
Hak Pengeloisan,

¢. Keputusan Menteri Kevangan Nomor S16/KME (472000 Tentang
Tata Cara Penentusn Besarnyz Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak BPHTS.

2.3.6 Saat das Tempat Ternfang BPHTB

Dalam pelaksanaan BPHTB, Pasal 9 ayat (1) U] BPHTB
mengatur saat ferutang pajek atas perolehan hak atas tansh dan/atau
bangunan untuk:

a. Jual beli adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akia,
b, Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;

# thid, Penjelasan Pasal 3 ayet {1) hunufe
* thid, Pasal 3 ayat (23

7* Ibid, Penjetasan Pasal 3 ayat (2).
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Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akia:

d. Waris adalah sejak tanggal yang bersanghkutan meadafiarkan peralihan
haknya ke Kantor Pertanahan;

¢. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

f. Pemisahan hak vang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akla;

g Lelang adaleh sciak tanggal peaunjukan pemenang &lzmgg yailu saat
ditandatangant risalah lelang;

h. Putwsan hskim adalah sejak fanggal putusan pengadilan vang
mempunyai kekuatan bukum tetap;

1. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peraliban haknya ke Kantor Pertanahan;

j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah sejak langgal diterbitkannya surat keputusan perberian hak;

k. Pemberian hak baru di luer pelepasan hak adalah sejak tangpal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

. Penggabungan usahe adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

m. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akis;

n. Pemekaran usaba adalah seiak temggal dibuat dan ditandatenganinya
akia;

o. Hadial adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akia

Yang dimaksud dengan  “sajak tanggal  dibuat  dan

ditandatanganinys akie” dalam hal ini adaieh tasggal dibual dan

ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Tanah/MNotarig™®, sedangkan yang dimaksud dengan  “sejak tanggal

penunjukan pemenang felang” adalah tanggal ditandatanganinya Risalah

Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya

* Ihid, Penjalasen Pasal 9 aye (1) hunufa.
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dengan
memuat antara Jain nama pemenang letang.”’

Pajak  yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinva
perolehan hak’®, dimana tempat terutang pajek adalah di wilayah
Kabupaten, Kota atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan/atau
bangunan.”

2.3.7 Cara Penphitungan BPHTB

Untuk menghitung besarnya penetapan BPHTE harus diketahut

Tarif Dasar Pengenzan/Nilal Perolehan Obyek Pajak dan Nilail Perolehan

Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.

Adapun mengenai Nilai Perolehan Ohyek Pajak Tidak Kena

Pajak ditetapkan Undang-Undang BPHTR, yaitu sebagati berikui ;

1. Nilai Percleban Obyek Pajak Tidak Kena Pajek ditefapkan secara
regiopal paling banyak Rp. 60.000.000,- {enampulub juta rupiah),
kecuali dalam hal perolehan hak karena warls, atau hilah wasiat yvang
ditersma orang pribadi yang jnasih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lores satu derajat ke atas atau sato deraiat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk swvami/istel, Nilai
Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional
maling banyak Rp. 300.000.000,~ (tigaratus juta rupiah).®
Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena
Pajak ditetapkan sesars regional asdalsh penetapan Nilak Perolehan
Obyek Pajak Tidak Kena Paisk untuk masing-masing kabupatenikota,
Contoh :

F thid, Penjelassn Pasal 9 ayat (1) hurel 2.
* Ihid, Penjclasan Pasal 9 ayat (2).
*® Ibid, Penjolasan Pasal @ ayat (3).

3¢ thid, Pasal 7 ayat (1)
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a. Pada tanggal | Pebruari 2009, Waijib Pajak “A™ membeli tansh
yang terletak di Kabupaten “AA™ dengan Nilai Perolehan Ohyek
Paiak Rp. 50.000.000,- (pmpuluh juta rupiah), Nilai Perolehan
Ohbyek Pajak Tidak Kena Pajask untuk perolehan hak selain karena
waris, atau hibab wasiat yang diterima orang pribadi yang masih
dalam hobungan keluarga sedarah dalam garis keturunan Jures satu
derajat ke atas atzu satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat, fermasuk svamifisiri, untuk Kabupaten “AA” ditetapkan
sebesar Rp.60.000.600,- {enampuluk juia rupiah). Mengingat Nilai
Perolehan Obyek Pajak lebih kecil dibandingkan Nilai Perolehan
Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, maka perolehan hak tersebut tidak
terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan '

b. Padatanggal i Pebruari 2009, Wajib Pajak “B” membeli tanah dan
bangunan vang teretak di Kabupaten “AA™ dengan Niai
Peroichan Obyek Pajak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan
hak selain karena waris, atau hibah wasiat yeng diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
Keturunan {urus satu derajac ke atas atau sata derajat ke bawah
dengan  pemberi hibah  wasiat, termasuk  suamifistri, unhik
Kabupaten "AA” ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- fenampuluh
Juta rupiah). Besarnya Nilai Peroichan Obyek Pajzk Kena Paiak
adalah Rp, 100.000.000,- {seratus juta rupigh) dikurangi Rp.
60.000.000,-  (coampulnh  juta  rupish) sama  dengan Rp,
40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah), maka perclehan hak
tersebut terutang Bea Perolchan Hak atas Tanah dun Banganazz«gz

c. Pads tanggal 1 Pebruari 2009, Waiib Pajak “C” mendaftarkan
warisan berupa tanah dan bangunan yang terletzk di Kota “BB”
dengan Nilai  Perolehan Obyek Pajsk  Rp.  400.600.000,-
{empatratus juta rupish). Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena

¥ Ibid, Penjclasan Pasal 7 ayat (1) Contob Nomar |

"2 thid, Penjelasan Pasal 7 ayal {1} Comoh Nomor 2.
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Pajak untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keloarga sedarah dalam
garis keturunan [urus satu derajat ke stas atau satu derajar ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, untuk Kota
“BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah),
Hesarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak adalah Rp.
400.000.000,- (empatratus futa rupiah) dikurangi Rp. 300.000.000,-
{tigaratus juta rupiah) sama dengan Rp. 100.006.000,- (seratus juta
rupiah), maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perplehan Hak
atas Tanah dan Bangunan ®
d. Pada tanggal 1 Pebruari 2009, Waiib Pajak orang pribadi “D*
mendaftarkan hibah wasiat darf orang tug kandung, sebidang fanah
yang terietak di Kota “BB” dengan Nilai Perolehan Obyek Paizk
Rp. 250.000.000,- (duaratus limapulvh juta rupish), Nilai
Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak
karcna hibah wasiat yag diterima orang pribadi yang masth dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis Kefurunan furug satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat, termasuk suami/fistri, untuk Kota “BB™ ditetapkan sebesar
Rp. 300.000.000,- {tigaraius juta ropiah). Mengingat Nilai
Perolehan Obyek Pajak lebih kecil dibandingkan Nilai Perolehan
Obyek Pajak Tidak Kena Paiak, maka perolehan hak tersebut tidak
terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ™
2. Ketentuan Nilat Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Paisk
sebagaimana dimaksud dalam butic 1 diater Jebth lanjut desgan
Peraturan Pemerintaly Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunabn Karenz Waris dan Hibgh

Wasiat,®

¥ Ibid, Penielasan Pasal 7 avat (1) Conteh Nomer 3,
* Ihid, Penictasen Pasal 7 ayet (1) Contoh Nomor 4.

" fhid, Pasal 7 ayat (3).
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Pokok-pokok ketentunn Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain ;%

a. Nilai Perolchan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan untuk
masmg-masing  kabupaten/kota dengan miemperhatikan  usulan
Pemerintah Daerah.

b. Nilal Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak dapat diubah dengan
mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional.

3. Nilal Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalsh Mial
Perolehan Obyek Pajak dikorangi dengan Nifai Perolehan Obyek Palak
Tidak Kena Pajak.%’?

4, Besarnya pajak yang terhutang dikitung dengan cara mengalikan tarif
pajak dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak ®
Contoh :

Waiih Pajak “A” membeli tanah dan

bzangunan dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp. 35.000.000,-

Nifai Perclehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 30.000.000,~

Hilat Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp. 5.000.060,~

Pajak yang terutang = 5% x Rp. 3.0600.600,- Rp. 250000,
Diatam Peratoran Pemerintah NMomor 111 Tahun 2000 Tentang

Penigenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris

Dan Hibsh Wasiat ditetapkan .

i. Bea Perolehan Hak atas Tenah dan Bangunan yang terutang stas
perolehan hak karsns waris dan hibah wasiat adalab sehesar 50% (ima
puluh persen) dari Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
seharusnya temtang.ag

2. Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karsna
warts dan hibah wasiat adalh scisk fnggal yang bersangkutan

% Ibid, Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

¥ thid, Pasal 8 ayat (1).

® 151, Pasal 8 ava (2).

* indonssin (g), Perawran Pemeringah_Tontenp Pongenaan Bea Perolchan Hsk Awms

Tangh Dan Banpunan Kosena Waris Ban Hikeh Wasial, Peranienn Pemerintah Nomor 1 iTahun
2060, Pasal 2.
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mendaftarkan  peralihan haknys ke Kantor  Pertanahan
Kabupaten/Kota

3. WNilat Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalsh
nilai pasar pada saat didaflarkannya peroleban hak tersebut ke Kantor

Pertanahan Kabupates/Kota, Dalam hal ﬁilai pasar lebih rendah

daripada Nilai Jual Objek Pajak menurut Pajak Bumi dan Bangunan,

Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek

Paisk menurut Pajak Bumi dan Bangunan pada fshun terjadinya

perolehan.?

Contoh @

a, Seorang anak memperoleh warisan dayi ayshnya sebidang tanah
dan  bangunan  di atasnyz  dengan  nilal  pasar  sebesar
Ry, 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), Terhadap tassh dan
bangunan tersebul foiah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan
mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek
Pajak sebesar Rp. 250,000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah).
Apabila di kabupaten/ota letek tanah dan bangunan terschut,
Kepala Kantor Wilayah Duckiorat Jenderal Pajak setempat
menetapkan Nilai Perolehan Objek Paiak Tidak Kena Pajak dalam
hal waris sebesar Rp. 300.000.090,00 (tigaratus juta rupiak), maka
besamya Bea Perolehan Hak atas Tansh dan Bangunan terutang
adalah scbagai berikut:*

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp. 250.080.000,-
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak Rp. 3006.008.000,-

- Nilai Peroleharn Obyek Pajak Kena

% thid, Pasal 3,
" [hid, Pasal 4 syat (1) dan ayat 2

% thid, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Comtoh Nemor 1.
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Pajak NIHIL
- BPHTB Terutang NIHIL
b, Scorang ansk memperoleh warisan dari ayabaya sebidang tanah
darn  bangunan di afasnya dengan nilal pasar sebesar
Rp. 500.600.000,00 (limaratus juta rupiah), Terhadap tanah dan
bangunan tersebut feizh diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yvang bersangkutan
mendafiar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek
Pajak scbesar Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah).
Apabila di kabupaten’kotas letak tanah dan bangunan terschbut,
Kepala Kantor Wilayah Direkiorat Jenderal Pajak sctempat
menctapkan Nilai Perolchan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam
hal waris sebesar Rp. 300.000.000,60 (tigaratus juta rupiah), maka
besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan teruiang
adalah sebagai berikut™

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 360.0600.000,
- Niiai Perolehan Obick Pajak Tidak

Kena Pajak Rp. 360.600.000,-
- Nilai Perolehan Ohick Pajak Kena

Pajak Rp. 500.000.000,-
- BFHTB vang seharusniya terutang

= $% x Rp. 500.000.000,- Rp. 25.000.000,-
- BPHTB yang terutang

= 5% x Rp. 25.000.000,- Rp. 12.566.000,-

£, Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayab kandungava
schidang tanah dan bangunan di atasiiya dengan nilal pasar sebesar
Rp. 500.060.000,00 (limaratus juta rupiah). Terhadap tanah dan
bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkuten
mendaftar ke Kantor Pegtanahan setempat dengan Nilal Jual Objek
Pajak schbesar Rp. 450.000.000,00 {empatratus liapulub juta

# thid, Penjelasan Pasal 4 ayst {1} Contoh Nomar 2.
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rupish}. Apabila di kabupaten/kota letak tanah dan bangunan
tersehut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kens
Pajak dalam hal hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus saty deraat ke atas atau satu derajat ke bawah dengae
pemberi  hibah  wasist, termasuk  swamifistrl,  sebesar
Rp. 300.000,000,00 (tigaratus futa mupish), maka besarnya Bea
Perodehan Hek atas Tanah daa Bangunan terutang adalah sebagai

berikut:™
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp. 500.000.000,-
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak

Kena Pajak Rp. 300.000.000,-
« Nilai Perolehan Obyek Paiak Kena

Pajak Rp. 200.066.000,-
- BPHTB yang scharusnys terutang

= 5% % Rp. 200.060.000,- Rp. 10.000.900,-
- BPHTB yang terutang

= 50% x Rp. 10.000.000,~ Rp. 5.600.000.-

d. Swatu Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Phatue memperoleh bibah
wasiat darl seseorang sebidang tanmah dan bangunan di atasfiva
dengan nilal pasar sebesar Rp. 1.000.000.000,060 (satu milyar
rupiah). Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan
Surat Pemberitahuan Paiak Terutang Pajek Bumi das Bangunan
pada tabun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan
getempat  dengan  MNilai  Jual Obiek  Pajak  sebesar
Rp. 900.000.000,00 (sembilanratus juta rupiah). Apabila di
kahupaten/kota letak tanzh dan bangunan tersebut, Kepala Kanior
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai
Perclehan Objek Pajak Tidak Kena Paiak dalam hal selzin waris

dan hibah waosiat yang diterima orang pribadi vang masih dalam

¥ 1hid, Penjelasan Pasal 4 ayat {13 Contoh Memor 3,
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hubungan keluarga sedarah dalam garis Keturopan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajot ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat, termasuk  suamifistri, sebesar Rp, 64.000.000,00
{enampuluh juix rupiah), maka besarnya Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut:™

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp. 1.006.000.000,~
~ Nilai Peralehan Obyek Pajak Tidek

Kena Pajak Rp.  60.000.000,-
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena

Pajak Rp. 940.000.000,-
- BPHTB vang seharusnya terutang

= 5% x Rp. 940.000.000,- Rp.  47.000.000,-
- BPHTR yang teruiang

= 5% x Rp. 47.600.000,- Rp. 23.500.000,-

¥ Ihid, Penjelasan Pasal 4 ayat { 1} Contoh Nomor 4,
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2.4 Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas
pengalihan hak atas tanah dapn/atae bangusan dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tuan Tjong Fen Kong menikah dengan nyonya Hariati Winata
{dahulu bernama Wong Fic Hiong) pada tanggal 4 Jumi 1952 di Jakarta tanpa
dibuat perjanjian perkawinan. Perkawinan tersebut didaflarkan di Catatan Sipil
Jakarta tanggal 30 Maret 1955, Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, mulal saat perkawinan dilangsungkan maka demi hukom
berlakulzh persatuan bulat antara harta kekayaan tuan Tjong Fen Kong dan
hana kekayaan nyonya Hariati Winata, salah satunya adalah sebidang tanah
Hak Guna Bangunan nomer 413/Kebon Sich, terletak di Daerah Khusus
Ibukots Jakarta, WiHayah Kota Jakarta Pusat, Kecamaian Menteng, Kelurahan
Kebon Sirih, setemipat lebih dikenal dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim
nomor 38, Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan lima orang anak, yaitu :

1. nyonya Tiong Tze Tjen, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 1953;

2. nyonya Tiong Pit Tien, dilahirken di Jakarta, pada tanggal 30 April 1955;

3. nyonya Lina Cemerlang Laba {dabulu bemama Tjong Lie Tien),
dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 26 September 1957;

4. ayonys Tjong Maya Tauresia (dabulu bermmama Tjong Khicen Tien),
dtlahirkan di Jakarta, pada tangpal 3 Mei 1962;

5. tuan Kelvin Prasetia {dahulu bemama Tiong Kwet Ping), dilahirkan di
Jakarta, pada tangeal & Mei 1967,

Pada tanggal 22 Juni 2007, Tuan Tjong Fen Kong meninggal
dunia di tempat tinggalnya yang terakhir vaitn di Jakarta, kemudian para shii
waris tuan Tjong Fen Kong membuat gkta “SURAT KETERANGAN
WARIS™ nomor 23 fanggal 23 Nopember 2007, vang dibust dihadapan Licke
Lianadevi Tukgali, §H, MH, MKn, Notaris di Jakarta, tanpa adanya surat
wagsiat, hal ini berartl bahwa ahl warls tuan Tjong Fen Kong membag:
warisan berdasarkan ab intestato (berdasarkan Undang-Undang yang berlaky,
dimana ahli waris tuga Tiong Fen Kong tunduk pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata). Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undeng-Undang Hukum
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Perdata, maka yang berhak untuk menjadi ahli warls tuan Tjong Fen Kong
adalah isteri dan anak-anak tusn Tjong Fen Kong, yaitu nyonya Hariati
Winata, nyonya Tjong Tzea Tien, nyonys Tiong Pit Tien, nyonya Lina
Cemerlang Laba, nyonys Tjong Maya Taurensia dan tuan Kelvin Prasetia, dan
berdasarkan Pasal 852 Junclo Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukuom
Perdata serta berdasarkan akta “SURAT KETERANGAN WARIS” tersebut,
pembagian harta seluruh harta persatuan dan harla peninggalan almarhum tuan
Tiong Fen Kong dengan nyonya Hariati Winata adalah sebagai berikut :

4. 1/2 (satu per dua) bagian jatuh kepadz nyonva Hariati Winats karena
percampuran harts;

b. /2 {satu per dua} bagian lainnya yang merupakan harta peninggalan dari
almarhuun tman Tjong Fen Kong jatuh kepada para ahli waris ab intestato
hersama, yaitu masing-masing untuk 176 (satu por enam) bagian,

Dengan demikian pembégian atas harla persatuan dan Rarta peninggalan

almarhum tuan Tiong Fen Kong adalah :

1. nyonya Hariati Winata untuk 122 + (176 x 172} = 7/12 {tujub per duabelas)

bagian;

nyonya Tjong Tze Tjen untvk 1/12 (satu per duabelas) bagian;

nyonva Tiong Pit Tien untuk 1/12 (satu per duabelas) bagisn;

nyonya Lina Cemerlang Laba untuk {/12 (satu per duabelas) bagian;

nyonya Tiong MayaTauresi untuk 1/12 (satu per duabelas) bagian;

A

tuan Kelyin Prasetia untuk 1/12 (satu per dusbelas) bagian;

Untuk sehidang tapab Hak Guna Banguasy nomor 4] 3/Kebon
Sirin tersebut, para ahli warls tuan Tjong Fen Kong sepakat bahwa bagian-
bagian mereka atas bidang tanah tersebut akan diberikan kepada twan Kelvin
Prasetia. Langkah awal yang harus dilakukan oleh para ahii waris tuan Tiong
Fen Kong untuk melakukan pengalihan hak atas tanah/dan bangunan twrsebut
adalah menghadap kepada PPAT yang berwenang (dalam hal ini PPAT yang
berwenang adalal PPAT yang wilayah kerja Kantor Pertanahan dan meliput
letak fanahnys, yaite Jakarta Pusat) untuk dilakukan pengecekan terhadap
sertifikat HGB No, 413/Kebon Sirih denpan membawa sartipikat aslinya.
Kemudian PPAT tersebut membawa asli sertipikat fersebut ke Kantor
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Pertanahan Jakarta Pusat untuk dilakukan pengecckan sertipikat®™, dimana
pengecekan sertipikat tersebut membutuhkan waktu satu sampai dua hari
kerja.g? Setelah pengecekan sertipikat tersebut selesal dan sesual dengan
daftar-daftar yang ada di Kautor Pertanshan Jakarta Pusat, maka Kepala
Kantor Pertanahan Jakarta Pusal atau pejabat yang dituniuk membubuhkan
cap alau fulisan “Telah diperiksa dan sesual dongan daBar di Kantor
Pertanahan™ pada halaman perubahan sertipikat asli kemwudian diparaf dan
diberi tanggal pengecekan *

Setelah pengecekan sertipikat tersebut sslesai, abli waris tuan
Tjong Fen Kong wajib membayar paiak, yaitu pajak penghasilen atas
pengalihan hak atas lanah dan/atae bangunan dan bea perolohan hak atas tanah
dan bangunan. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
1994 Tentang Pembayaran Paisk Penghasilan  Atas Penghesilan Dari
Pengalthan Hak Atas Tanah dan/atav Bangunan, Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta
Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenzan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat,
maka
a. untuk balik nama dari Tusn Tjong Fen Kong ke para shli wars tidak

dikenakan pajak ahli waris;

b, nyonya Hariati Winata tersebut sgbagai pihak yang akan memberikan

bagiannya, balk bagiannya sebagai ahli waris maupun bagiannya sendirt

% Pgsat 97 ayal (L) Peraturan Menter Agesria Momor 3 Tahun 1957 Tentang Keteotuan
Pelaksarswr: Peratuesn Pemerintah Nomor 24 Tabun 997 Tenlang Peadaflaren Tansh meoyatakan
bahwa “Sebelurs melaksanzkan pombustan ok mengenal pemindahon sty nombebanan hak atas
mngh szn Hak Mk Atfes Sawuan Rumah Susun, PPAT wallb weriebih dahuly melskukan
ptmeritsaan pada Kantor Perlanshas mongesal kesesosian serfipikat hak atas twmah atau Hak
Milik Atas Saum Rumsh Sssuo yang borsangkutan dengsn defiar-daftar yang ada i Kantor
Perranahan setompat dengan memperlibatkan seripikat aslinya™

" Bunianii Tjandra, wawancara dengan penulis tanggal 20 Mei 2009 di Kanlor
Metaris/PPAT Bunjarti Tjandra, SH, den Licke Lianadevi Tukgali, wawancara dengan penutis
tanggal 13 Mei 2009 di Kantor Noaris/PPAT Licke Lisnadevi Tukgali, SH, M, MKn, yang
menyalakan bahwa pengecckan sertipikal membutohkan wakiu beberapa hard tergantung dard luas
tarheaya.

*# Indonesia {g), Peraturan Menteri Meears Aprarin/Kepals Badon Pertanaban Nasional

Tangh, PMNAABPN Nomor 3 Tahon 1997, Pasal 87 ayai (3).
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dari percampuran harta, kepada twan Kelvin Prasetia tersebut tidak
dikenakan pajak hibah, begitu juga tuan Kelvin Prasctia sebagai pihak
yang mencrima hibab dari ayonya Hariati Winata juga tidsk dikenakan
pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
¢. nyonya Tiong Tze Tien, nyonya Tiong Pit Tien, nyonya Lina Cemerlang
Laba, dan ayonya Tjong Maya Tauresi sebagai para pihak yang akan
mermberikan bagian-bagiannya kepada tuan Kelvin Prasetia tersebut tidak
dikenakan pajak hibah, begitu jupa dengan Kelvin sehapai pihak yang
menerima hibah tidak dikenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan;
Namun, seizk beriakunve Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1994 yang kemudian diubahk dengan Peraturan Pemerintah NMomor 27
Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 dan terakhir telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Temang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasiian Dari Pengalihan Hak Atas
Tanah dav/atav Bangunan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang
telah diubah dengan Undang-Usndang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka setiap pengalian hak atas
tanah danfatay bangunan sken dikenakan pajak. Berdasarkan dari hasil
wawancara dengan Buniarti Tjandrs, SH dan Licke Liznadevi Tukgali, SH,
MH, MKn, kedus-dusnya Notaris/PPAT di Jakarts, dalam hal nyonya Tjong
Tze Tien, nyonya Tjong Pit Tien, nvonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya
Tiong Maya Tauresi hendak memberikan bagtan-bagian hak atas tansh
tersebut kepada tuan Kevin Prasctia tersebut, maka dapat ditempuh dengan 2

cara, vaitu =

Caral

s, Bidang tanah Hsk Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih afas nama
Tuan Tjong Fen Kong tersebut dibalik nama terlebih dahulu kepada ahli
waris tuan Tjong Fen Kong, yaitu nyonya Hariati Winata, nyenya Tiong

Tze Tien, nyonya Tiong PRt Tien, nyonya Lina Cemeriang Laba, nyonya

™ Buniarti Fiandes dan Licke Lisppdevi Tukgali, supra.
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Tiong Maya Tauresi dan tuan Kelvin Prasetia, dengan penghitungan pajak
ahit waris berdasarksn Pasal 2 ayat {1) dan ayat {2) huruf 5 Undang-
Undang BPHTE Juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun
2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Karena Waris dan Hibah Wasiat, adalak sebagai berikut ;

Nilai Jual Obyek Paiak (NJOP) atas sebidang tanab Hak Guna Bangunan
nomor 413/Kebon Sirth pada tahun 2007 adalah scbesar
RBp. 5.720255000,- (lima milyar tujuhratus duapuluh sembilan juta

duaratua Himapuluh lima ribu rugiah).

- Nilai Perclehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 5.728.255.000,-
- Nifal Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena

Pajak (NPOFTKP) Rp. 300.000.000,-
- Nilai Perolehan Obyek Palak Kena Pajak

(NPOPKF; Rp. 5.429.255.000,-
- Bea Perplehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTE)

= 5% x Rp. $.429.255.000,- Rp. 271462750,
- Pengenaan 0% karena waris

= 50% X Rp. 271.462.750,- Rp. 135731.375,-
- BPHTB yang terutang Rp. 133.731.375,-

. Setelah sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih tersebut
telah dibahik nama kepada para ahli waris tuan Tiong Fen Kong, maka
dalam hal nyonya Tjong Tze Tien, nyonya Tiong Pit Tien, nyonya Lina
Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi ingin menghibahkan
hagian-bagian atas bidang tanah fersebul kepada tuan Kelvin Prasetis,
maka berdasarkan Pasal 1 ayat (0} dan ayat (2} hwruf 2 Peraturan
Pemerintabh Tentang Pembayaran Pajak Penghasiian Atas Penghasitan Darni
Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, nyonya Tiong Tze Tjen,
nyonya Tjong Pit Tien, ayonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong
Maya Tauresi masing-masing zkan dikenakan paiak penghasilan atas

pengalihan kerena hibah, dengan penghitungan sebagai berikut :
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Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan
nomor 413/Kebon Sirih pada tahun 2007 adalah sebesar
Rp. 5.729.255.000,- (lima milyar tujuhratus duapuluh sembilan juta
duaratua limapuluh lima ribu rupiah).
Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
seharusnya terutang
= 5% x Rp. 5.729.255.000,- Rp. 286.462.750,-
1) bagian nyonya Tjong Tze Tjen atas bidang tanah tersebut adalah 1/12
bagian.
Pajak Penghasilan atas pengalihan
Hak atas tanah yang terutang
= 1/12 x Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.896.-
2) bagian nyonya Tjong Pit Tjen atas bidang tanah tersebut adalah 1/12

bagian.
Pajak Penghasilan atas pengalihan
Hak atas tanah yang terutang
= 1/12 x Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.896,-
3) bagian nyonya Lina Cemerlang Laba atas bidang tanah tersebut adalah
1/12 bagian.

Pajak Penghasilan atas pengalihan

Hak atas tanah yang terutang
= 1/12 x Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.89%6.-

4} bagian nyonya Tjong Maya Taurest atas bidang tanah tersebut adalah
1/12 bagian.

Pajak Penghasilan atas pengalihan

Hak atas tanah yang terutang
=1/12 x Rp. 286.462.750,- Rp. 23.871.896.-
Sehingga Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan berupa hibah yang harus dibayar adalah sebesar

= Rp. 23.871.896,- + Rp. 23.871.896,- + Rp. 23.871.896,- +
Rp. 23.871.896,-

=Rp. 95.487.584.-
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¢. sedangkan dalam bhal twan Kelvin Prasetia tersebut menerima bagiane
bagtan atas bidang tanah dari nyonya Tjong Tze Tien, nyonya Tjong Pit
Tjen, nyonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tieng Maya Tauress
maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat {2} huruf a angka 3 Undang-
Undang BPHYB, twan Kelvin Prasetia harus membayar pajak bea
petoichan hak atas tanah dan banpunan dengan penghitungan sebagal
berikut :
Nifai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan
nomor 413/Kebon Sirih  pada  tahun 2007 adalah  scbessr
Rp. 5.729.255.000,- (lima wilyar tujuhratos duapulvh sembilen juta

duaratua limapulfub Hma ribu rupiah).

- Nilai Perolehan Ohyek Pajak (NPOP} Rp. 5.729.255.000,
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena

Pajak (NPOPTER) Rp, 60.000.600,-
« Niiai Perelehan Obyek Pajak Kena Pajak

(NPOFPKP} Rp. 5.669.255.000,-

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangonan (BPHTR) vang scharusnya terutang

= 5% x Rp. 5.669.255.000,- Rp, 283.482.750,-
- BPHTB yang terutang
=4/12 x Rp. 283.462.750,- Bp.  54487.584.-

d. dalam hal nayonya Hariati Winata hendak menghibahkan bagiannya kepada
Kelvin Prasstia, maka nyonya Hariati Winata tidak dikenakan pajak
penghasilan atas pengalihan hak atas tanah danfatay bangunan, hal ind
disehabkan nyonya Hariati Winata adaiah ibu kandung dari tuan Kelvin
Prasctia, sehingga mempunyai hubungan darah garis keturunan hures satu

90 akan tetapi tuan Kelvin Prasctia sebagai pihak yang menerima

derajat
hibah dari nyonya Hariati Winata, berdasarkan Pasal 2 ayat {1} dan ayai
(23 huruf | angka 3 UU BPHTB Juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolchan Hak Atas

Tanah dan Bangunan Karena Warls Dan Hibah Wasiat, maka dikenakan

W8 idonesia {c), op. ¢it, Pasal 4 ayal (¥} hura{ d angka 4, Juncto Pasal 4 ayai {3) buruf e
angka 2.
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pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 58% (imapuluh
prosen} dari pajak yang scharusnya terutang, dengan penghitungannya
sebagai berikut .

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan
nomor  413/Kebon  Sirfh  pada  tabun 2007  adalab  scbesar
Rp. 5.729.255.000,- (lims milyar tujubratus duapuluh sembilan juta
duaratua limapulub fima ribu rupiah).

Bagian atas bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih
tersebut yang merupakan hak nyonya Hariati Winata adalah 7/12 bagian,

- Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 5.729.255.000,
- Milai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena

Pajak (NPOPTKP} Rp. 80860000
- Nilai Perolchan Obyek Pajak Kena Pajak

{(NPOPKP) Rp. 5.669.255,000,-

~ Bea Peroleban Mak atas Tanah dan

Bangunan (BPHT B} vang seharusnya terutang

= 5% x Rp. 5.669.2535.000,- Rp. 283.461.250,-
-~ BPHTB yang seharusnya ferutang
= 7112 x Rp. 283.461.250,- Rp. 165.352.396,-
- Pengenaan 50% karena hibah
= 50% % Rp. 165.352.396,- Rp. 82.676.198-
~ BPHTEH yang terutang Rp. 826758198~
Lara?

a. Bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 413/Kebon Sirih atas nama
Tuan Tiong Fen Kong tersebut dibalik nama terlebih dahude kepada
nyonya Hariati Winata, nyonya Tiong Trze Tien, nyonva Tiong Pit Tien,
nyonya Lina Cemerlang Laba, nyonya Tiong Maya Tauresi dan lLuan
Kelvin Prasetia, dengan penghitungan pajak ahli waris berdasarkan Pasal 2
ayat {1) dan ayat {2) huruf a angka 5 Undang-Undang BPHTB Jncto
Pasal 2 Peraturan Pemerintzh Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan tibab
Wasiat, adalah sebagai berikut

Nifai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan
nomor  413/Kebon  8Sirth  pada sahun 2007  adalash  scbesar
Rp. 5.729.255.000,- (lima milyer tujubratus duapuluh sembilan juta
duaratua Hmapuluh lima ribu rupiah).

- Nilai Perplehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 5.729.255.000,-
- Nilai Peroighan Obyek Pajak Tidak Kena

Pajak (NPOFTKP} Rp. 300.000.000,-
- Wilai Perolehan Obyek Pajak Kenz Pajak

(NPOPK P} Rp. 5.429.255.000,-
- Bea Perolechan Hak atas Tanab dan

Bangunan {(BPHTB)

= 5% x Rp. 5.429.255.000,- Rp. 271.462.750.-
- Pengenaan 30% karena hibzh

=50% x Rp. 271.462.750,- Rp. 135731.375,-
- BPHTB yang torutang Rp. 135.731.3735.-

. sstelah balik nama ke atas nama ahliwaris man Tiong Fen Kong telah
dilaksanzkan, kemudian langksh selamininya adalah dibuatkan akta
“PEMBAGIAN HAK BERSAMA™ terhadap bidang tansh Hak Guna
Bangunan nomor 413/Kebon Sirih tersebut, sehingpa bagian-bagian hak
atas tanah nyonys Tiong Tze Tien, nyonya Tjong Pit Tien. nyonya Lina
Cemerang Laba, dan nyonya Tjong Mayz Tawesi jatul kepada tuan
Kelvin Prasetia. 8Berdasarkan Pasal 4 ayat {3) huref b Undang-Undang
Pajak Penghasilan Juncto Pasal 5 heraf e Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomeor
48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atay Bangunan, maka bagian-bagian
hak atas tanab nyonya Tiong Tze Tien, nyonya Tjong Pit Tien, nyonya
Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Taures! yang dialihkan
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kepada tuen Kelvin Prasetia tidak dikenakan Pajak Penghasilan'®,
sedangkan tuan Kelvin Prasetia yang merupakan pihak yang mencrima
bagian-bagian astas bidang tanzh dari ayonya Tijong Tze Tien, nvonya
Tjong Pit Tjen, nyonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tiong Maya
Tauresi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1} dan ayat (2} huruf a angka 2
Ul BPHTB tuan Kelvin Prasetiz harus membayar pajak bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan dengan penghitungan sebagai berikut ¢

Nilai Jual Obyek Palakk (NJOP) atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan
nomor 413/Kebon  Sirth  pada tahun 2007 adalah  sebesar
Rp. 5.725.255.000,- {ma milyar tuivhratos duvapuivh sembilan juta

duaratea limapuluh lima ribu rupiah).

~ Nilai Perclehan Obyek Paiak (NPOP) Rp. 5.729,255.000,-
~ Miiai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena

Paiak (NPOPTKP) Rp.  60.000.600,-
- Nilai Perclehan Obyek Pajak Kena Pajak

{(NPOPKP) Ryp. 5.669.255.000,-
- BPHTB yang seharusnya terutang

= 5% x Rp. §.669.255.000,- Rp. 283.462.750,-
- BPHTHB vang terutang

= 412 x Rp. 2R3.462.750,- Rp... 94487584~

¢. setelah sertipikat dibalik nama atag pama nyonya Hariati Winata (uatuk
7712 (tujuh per duabelas) bagiag} dan tuan Kelvin Prasetia (uniuk 5712
(lima per duabelas bagian}, maka dibuathkan akta “HIBAH”

d. dalam smyonya Hariati Winata hendak menghibahkan bagiannya kepada
Kelvin Praselia, maka nyonya Hariatt Winata tidak dikenakan pajak
penghasilan atas pengaliban hak atas tanah dan/atau basgunan, hal ini
disebabkan nyonya Hariati Winata adalsh ibu kandung dari tuan Kelvin

Prasetia, schingga mempunyat hubungan darah garis ketirunan jurus saty

™ pasai § burul ¢ Peraturas Pemerintah Nomor 71 Tehun 2008 menyaiakan bahwa
dikoenadikon dari kewajiban atau pemungutan Pajnk Penghasilan adalah pesgalihan huk atas 1apah
danfatay bangunan Kprena warisan.
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derajat'®, akan tetapi tuan Kelvin Prasetia sebagai pihak yang menerima
hibah deri nyonya Harlati Winata, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2} horuf | angka 5 UU BPHTE Juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomer 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan ﬁangunan Kareos Waris Dan Hibah Wasiat, dikenakan pajak
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 50% (limapuluh
prosen) dari pajak yang seharusnya terutang, dengan penghitungannya
sebagat berikut :

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas sebidang tanzh Hak Guna Bangunan
nomor  413/Kebon  Sivth  pada  tahun 2007 adalah  sebesar
Rp. 5729255000, (lima milyar tujpbratus dvapuluh sembilan juta
duaratua limapuluh ima viby rupial).

Bagian atas bidang tanah Hak Guna Bangunao nomor 413/Kebon Sieih
tersebut yang merupakan hak nyonya Harlati Winata adalah 7712 bagian.

- Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 5.725.255.000,
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena

Pajak (NFOPTKP) Rp.  60.060.000,-
- Nitai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak

{NPOPKP) Rp. 5.669.235.000,-

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) vang seharusnya teralang

= 5% % Rp. 5.669.255.000,~ Rp. 283.462.750,-
- BPHTB yang seharusnya terutang

=7/12 x Rp. 283.462.750, - Rp. 163.3532371.-
- Pengenaan 50% karena hibgh

= 50% X Rp. 165.353.271,- Rp. 82.676.636,~
- BPHTB vang terutang Rp.  82.676636.-

Berdasarkan penghitungan di atas, maka pajak-pajak yang harus
dibayar oleh ahli waris tuan Tjong Fen Kong adalah sebagai berikut »
1. Apabila ahli waris tuan Tiong Fen Kong memilih menggunakan Cara |,

maka pajak-pajak yang harus dibayar adalah :

12 ndenesia (c), ap. cft., Pasal 4 ayat {1} huruf 4 angka 4, Juncto Pesal 4 ayan (3 hurufa
angka 2.
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a. Pajsk ahll waris dari twen Tjong Fen Kong kepada ahii warisnya
sebesar Rp. 135.731.375,- (seratus tigapulub lima juta tujuhratus
tigapuluh satu ribu tigaratus tujuhpuluh lima rapiah);

b. Pajak penghasilan atas pengalihan hak alas tanah dan/atau bangunan
berupa hibah dari nyonya Tiong Tze Tien, nyonya Tjong Pit Tien,
nyonya Lipa Cemerlang Laba, dan nyonya Tiong Mayz Tauresi kepada
tuan Kelvin Pragsetia adalah jumiahnya sebesar Rp. 95.487.584,-
{sernbilanpulub lima juta empatratus delapanpuluh tujuh riby limaratus
delapanpulub empat rupiah);

¢. BPHTE bagian-bagian hak atas lanah dan/atau bangunan yang
diterima tuan Kelvin Prasetia sebesar Rp, 94.487.584 - (sembilanpuluk
grpat juta empatratus delapanpuluh tujuh ribu lmaratus delapanpuiub
ernpat rupiah);

d. BPHTB bagian hek atas tanzh yang diterima oleh tuan Kelvin dari
nyonya Hariati Winara adalah sebesar Rp, 82.676,198,- (delapanpuluh
dua juta ensmratus @juhpuluh enam ribu seratus sembilanpuluh
delapan rupiah).

. Apabila ahli waris tuan Tiong Fen Kong memilih menggunaskan Cara 2,

maka pajak-paiak vang harus dibayar adalah :

a. Pajak ahli waris dari tuan Tjong Fen Kong kepada ahli warisnya
sebesar Rp. 135.731.375,- {seratus tigapuluh lima juta tujubsatus
tigapuiuh satu ribu tigaratus majuhpuluh lima rapiah);

b. BPHTB bapgian-bagian hak atas tanah danfstau bangunan yang
ditertma twan Kelvin Prasetia schesar Rp. 94.487.384,- (sembilanpulub
empat juta empatratus delapanpulub tujul; ribu limaratus delapanpuluh

empal rupiah);
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¢. BPHTB bagian hak atas tanah yang diterima oleh tvan Kelvin dari
nyonya Hariati Winata adalah sebesar Rp. 82.676.198,~ (delapanpuluh
dua juta enamratus tujubpulub enam ribu seratus sembilanpulub
defapan rupiah).'®

Seitelah dilakukan penghitungan pajak, maka ahii waris tuan
Tjong Fen Kong atau PPAT yang bersangkutan mengisi Surat Setoran Pajak
Penghasilan atas pengaliban hak atas tanah dan/atau bangunan dan Surat
Setoran Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Banpunan yang kemudian
membayar pajak-pajak tersebut ke Kas Negara hanya melalul bank-bank
tertentu vang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; setelals itu ahli waris tuan
Tjong Fen Kong menerima buktl pembayaran pajak-pajak tersebut yang
dikeluarkan oleh bank-bank tersebut dan menerima tembusan Surat Setoran
Paiak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta Surat
Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; kemudian ahli waris
tuan Tiong Fen Rong datang menghadap PPAT yang berwenang tersebut untuk
menandatangand akta penpalihan hak atas tanab dan/atau bangunannva.

Setelah menandatangani skta pengalihan bak atas tanah danfata
bangunan tersebut, ahli waris twan Tjong Fen Kong atau PPAT yang
bersangkutan wajib meminta validasi, yaitu pemeriksaan kembali oleh Kantor
Pelayanan Pajak apakah pembayaran atas pajak-paiak tersebut telah sampai ke
dalam Kas Negara'®, dengan meiampirkan salinan akta pengalihan hak atas
tanah dan/ateu bangunan yang felab ditandatangani tersebut. Validasi terhadup
surat-surat setoran pajak tersebut dilakukan di tempat yang berbeda-beda, vatt

untuic validasi atas Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas

¥ f leke Liavadovi Tukeali, supre, vang menyaakan bahwe spabila menggunakan Corm
Hibah {1}, maks nyvonya Tiong Tue Tien, nvonys Tieng Pit Tion, nyonys Ling Cemerlang Labs
dan nyonye Tjong Mave Tauresi harws membayar Pajak Penghosilan stes wmeh dasfatau
bangunan, sedunghkar apabila menemapuh dengen cara yang kedus {Pembaglan Hak Bersama),
maka tidak perlo membayar Pajak Penghasilon slas pengalihan hak atas jemab denfatau bangunan
karena bagian-bagian tersebul masibh merupaken hacta warisan, dimena hara warisan bukan
merupaksan obyck Pajak Penphasilan ates pengaliban hak atas tanab dan/slau bangunan.

" Baniadi Tiandra, supra, yang menyawkan bahwa seielah melakukan pembayaran
paialy, baik PPh stas pongaliban hek oas fannh denfatau bangunan maupun BPHTE ke Kas nepara
melalul bank-Bank presepsl, maks S8P & 388 barus dimintakan validasinys ke Kanter Palayanan
Pajak di wmmpm vang berbeda-beds, denpan wivan entek momasthan apskoh prmbayaran-
pembayaran iersebut (elah masuk ke Kas Nugacs,
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tanah dan/atau bangunan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang
melipuati tempat tinggal dari Wajib Pajak, dalam hal ini adalah tempat tinggal
nyonya Tiong Tze Tjen, nyonya Tiong Pit Tien, nyonya Lina Cemerlang Laba,
dan nyonya Tiong Mays Tauresi, sedangkan untuk validasi atas Surat Setoran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan di Kantor Pelayzanan
Pajak Pratama vang meliputi letak tanah dan/atau bangonan yang dijadikan
objek pajak, dalam hal ini adalah Kanior Pelayvanan Pajek Pratama Jakerte
Menteng Satu, yang terietak di Jalan Cut Meutia,

Setelah validasi tersebut selesai dilaksanakan, maka tembusan
Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanash danfatau
bangunan dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta
bukli pembayaran atas pajak-paiek fersebut yang dikeluarkan cieh bank-bank
tersebut, diserahkan kepada PPAT yang berwenang untuk dilampirkan pada
saat penycrahan dokumen-dokomen yang diperlukan untuk melakekan
peadaftaran tanah ke Kantor Pertapahan, dJdalam hal ini adaish Kantor
Pertanshan Jakarta Pusat. Dalam hal validast diselesaikan oich PPAT yang
bersangkutan, maka tembusan Surat Setoran Pajak Penghasiian atas pengalihan
hak atas tanah danfatau bangunzn dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan tersebut discrabkan langsung bersama dengan dokumen-
dokumen vang diperlukan untwk melakukan pendaBaran tanah ke Kantor

Pertanaban,
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2.5 Hambatun Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akfa Tansh Dalam Penagihan
Pajsk Penghasilan (PPh) atas peogalihan hak atas tanah dan/atav
bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTE)

Apabila para ahli waris menempub Cara | tersebut di atas, maka
mereka akan membavar pajak lehih mahal daripada Cara 2 tersebut di aias; hal
ini disehabkan karena pajek penghasilan atas hibah yang barus dibayar oleh
nyonya Tiong Tze Tien, nyonya Tjong Pit Tien, nyonya Lina Cemerlang
Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi, sedangkan cara 2 yaitu pengalihan
atas tanah dan/atau bangunan karena warisan bukan merupakan obvek pajak
nenghasilan'™, sehingga tidek dikenakan pajak penghasilan atas pengalihan
hak atas tanak dan/atau bangunan,

Bordasarkan kedua cara fersebut di atas, baik Cara 1 maupun
Cara 2, maka sebelum dibuatnya akia pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan milik twan Tjong Fen Kong, maka pajak-pajak tersebut di atas harus
dilunasi terlebih dahulu. Hal ini menjadi hambatan bagi Pejabat Pembuzt Akta
Tanah dalam penandatanganan akta pengaliban tersebut, karenma Pejabat
Pembuat Akta Taneh tersebut walib memastikan pars ahli waris twuan Tiong
Fen Kong telah membayar pajak-pajak tersebut ke Kas Megara hanya melalui
bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jeaderal Pajak sesuail denpgan
letak tanah dan/atau banguran tersebut dan meminta bukti pembayaran pajak
berupa Surat Sctoran Pajak Penghasilan atas pengaliban hak atas fanmah
danfatsu bangunan serta Surat Setoran Bea Perolchan Hak atas Tanah dan
Bangunan kepada para zhli waris luan Tiong Fem Kong, hal mana

membutuhkan wakéu yang cukup Jama.'®

PO s gdnmasin {03, op ofr, Pasal 4 ayat {3) huref b
™ Buniart Tionda dan Licke Lisnadevi Tukgetl, supra, yang menyatakan bahwa Wajib
Pajek herus membaysr Pajek Penphasiian {PPh) stax pengaltihan hak atas tanah dan/atau bangunan

dap BPHTE hanya pada bank-bark presepsi, dimana membuiuhkan wakiy karena ketarbarasan
wakiuz dalzm membayar jugs lokasi tempal pembayarannya yang berbeda.
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Disamping itu, Notaris/PPAT Licke Lianadevi Tuokgali
mengatakan bahwa hal-hal yang memungkinkan membitehkan wakte yang
lebih lama lagi dapat terjadi dalam hal ;'Y
I. apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah tidek menguasal bidaeg perpajakan,

khususnya Pajak Penghasilan dan Bea Perclehan Hak atas Tansh dan
Bangunan, maka perabayaean pajak-pajak tersebut di atas akan lebih besar
sechingga dapat meragikan baik ahli warts tuan Tiong Pen Kong maupun
masgyarakat lainnya.

2. spabila ferjadi kesakbue sisten pada bank-bank tersebut, sehingga
membutuhkan wakitu yang iebih lama lagi untuk meminta buke
pembayaran pajak beropa Surat Setoran Pajsk Penghasilan atas pengalihan
hak atas tansh dan/atay bangunan serta Surat Setoran Pajak Bes Perolehan
Hak awas Tenah dan Bangunan;

3. ioket untuk pembayaran Pajak Ponghastlan atzs pengalihan hak atas tanah
dan/atan bangunan dan Bea Peroichan Hak stas Tanah dan Bangunan
hanya dibuka mulal dari pukal 08.00 (delapan tepat) sampai pukel 1630
{scpuluh lebili tigapulub menit). Hal ini sangatlah merugikan bagi ahii
waris tuan Tjong Fen Kong sebapai Wajib Pajak, karena apabila waktunya
telah fowat, maka zhil waris tuan Tiong Fen Kong harug menunggu
keesokan harinya agar dapat membayar pajak-pajak tersebut,

4. apabila terjadi kesafahan sistemn pada Kantor Pelayvanan Pajak yang telah
ditunjuk oleh Dirsktur Jenderal Pajak sesuai dengan letak tanah dan/atau
bangunannya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih Ian‘;a lagi untuk
meminia validasi techadap bukti pemabayaran pajak berapa Surat Setoran
Pajak Penghasilan atas pengaliban hak atas (anah dan/atau bangunan serta
Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

5. meminta validasi terhadap bukti pembayaran pajak berupa Surat Sctoran
Pajak Penghasilan atas pengaliban hak atas tanah dan/stau banguran serta
Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Buangunan
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda, dimena untuk

meminta validasi terhadap bukti pembayaran paisk berupa Surat Setorsn

9 Licke Lianadev: Tukgall, supra.
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Pajak Penghasifan atas pengaliban hak atas tanah dan/atau bangunan ada
di Kantor Pelayanan Pajek Bumi dan Bangunan/Kantor Pelavanan Pajak
Pratama yang meliputi tempat tinggal dari Wajib Pajak, dalam hal ini
adalah tempat tinggal nyonya Tiong Tze Tien, nyonya Tjong Pit Tien,
nyonya Lina Cemerlang Laba, dan nyonya Tjong Maya Tauresi,
sedangkan untuk meminfa validasi terhadap bukti pembayaran pajak
berupa Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ada di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pefayanan
Pajak Pratama yang meliputi letak tanab dan/atau bangunan yang dijadikan
obick pajak, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakerta
Menteng Satu, yang terletak di Jalan Cut Meutia, sehingga membutuhkan
waktu yang cukup lama, Hal ini sangat menghambat bagi PPAT untuk
melskukan pendafiatan tanah ke Kantor Pertanshan karena PPAT
mempunyai kewaliban untuk mendaftarkan akta pengalihan hak atas tanah
dan/atay bangunan tersebut dalam  wakmu tujuh hari kerja  sejak
ditandatanganinya akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
tersebut.

Notarie’PPAT Buniarti, SH dan Notaris/PPAT Licke Lianadevi Tukgali,
SH, MH, MKn menyatakan bahwa pada kenyataannya dalam prakiik, ager
PPAT memenuhi kewajiban untuk mendafiarkan akia pengalihan hak atas
tanah dan/fatau bangunan tersebut dalam wakin tujuh hari kerja setelah
penandatanganan akia pengalihan hak atas tanah dan/stau bangunan
tersebut, maka semuva dokomen<-dokumen yang fehah lengkap uniuk
pendafiaran tanah diserabkan kepada Kantor Pertanahan terlebih dahulu
dimana pada saat yang bersamaan azhli waris tuan Tiong Fen Kong
meminta validasi torhadap bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran
Pajak Penghasilan atas pengalihan hak afas tanah danfatau bangunan dan
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Kantor
Pelayanan Pajak vang telah ditunjuk tersebut. Setelah validasi tersebut
selesal dilaksanakan, maka surat bukii validasi tersebut diserahkan kepada

K.antor Pertanahan.
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Hal yang sangat menghambat bagi PPAT adalah Kantor Pertanahan baru
akan mulai melaksanakan proses pendaftaran tanah tersebut apébi[a telah
menerima selengkapnyva seluruh dokumen yang diperlukan ternasuk bukt
validasi tersebirt, sehingga akan membutubkan waktu yang sangat lama

untuk melakukan pendaftaran tanak tersebut.
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BAB 11
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Bemlasarkan dari vraisn dalam bab-bab sebelumnya, Penulis
mengambil kesimpulan bahwa ;
Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang
Permbayaran Pajak Penghasilan Alas Penghasilan Darl Pengalihan Hak Atas
Tanah danfatau Bangunan beserta perubahan-perubzhannya, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dan Peraturgn Pemerintah Nomaor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bes
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat,
maka seliap pengalihan hak atas tansh danfatau bangunan tidak dikenakan
pajak. Namun setelah berlaksaya peraturan-peratufan perundang-undangan
tersebut i ates maka muiai berdaku pengenasn pajak terhadap  setiap
pengalihan bak atas tanah danfatau bangunan. Besarmya pengenaan pajok atss
peagalithan hak atas tansh dac/atsu bangunan adalsh besarnya Pajak
Penphasilan atas pengaiihan hak atas tanah dan/atau bangunan adaiah sshesar
3% (lima persen) dari jumiab brwto nilat peagaiiban hak atas tanah danfatan
bangunan, dimana nilai pengalihan hak atas tanah danfatav bangunan yang
dimaksud adalah nilai yang fertinggi antara nilai berdasarkan akta pengslihan
hak dengsn Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang
barsangkutan, sedangkan besarnya Bea Perolchan Hak Atas Tenah dan
Bangunaa adalab 5% {lima persen) dari Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena
Pajak, dimana Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak adalah Nilat Jual

i Universitas indonesia

Hambatan Bagi..., Amelia Sonja Alisangihe, FH Ul, 2009



77

Obyek Pajak dikurangi Nilai Perolehan Qbyek Pajak Tidak Kena Pajak, Nilai

Perolehan Qbyek Pajak Tidak Kena Pajak yang tertinggi untuk seloruh dacrah

adalah Rp. 60.000.000,« (enampuluh juta rupiah), sedangkan Nilai Perolehan

Obyek Paisk Tidak Kena Pajak karena warisan vang tertinggi adalah Rp.

360.000.900, - Gigaratus juta rupiah),

1. Prosedur Pelaksanman Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)  ates
pengalihan hak ates tanah dan/stau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak-pajak terscbut wajib dibayar
sebelum ditandatanpeninya akia pengalihan hak atas tansh dan/atau
bangunan ke Kas Negara banya melalui bank-bank terientu yang ditunjuk
olel Dircktur Jenderal Pajak yang meliputi wilayah letak tanah dan/atau
hangunan tersebut. Setelah pajak-pajak tersebut dilunasi, maka Wajib
Pajak meminta bukti pembayaran pajak berupa bukti pembayaran yang
dikeluarkan olch bank-bank tersebut serta tembusan Surat Setoran Pajak
Penghastlan atas pengalihan hak atas tanah dan/aten banguman dan
tembusan Surat Sctoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah danfatau
Bangenan kemudian menandatangani akta pengalthan hak atas tanah
dantfatay bangunan torsebot, yang setelsh itu meminta validasi terhadap
bukti-bukti pembayaran paisk tersebut kepada Kantor-Kantor Pelayansn
Palak tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan
letak tanah dan/atau bengunan tersebut dengan melampirkan salinan akta
pengaliban hak ates tnab danfalau bangunan terscbutl agar dapat
melakukan peadaflaran tanah ke Kantor Pertenahan.

2. Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penagihian
Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atan bangunan
Dan Bea Perolchan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), vaitu
diantaranya :

a. apabila PPAT tidak menguasai bidang perpajakan, khususnya PFPh atas
pengabhan hak atas tanah/atau  bapmgunan dan BPHTR, maka

merugikan masyarakat as.
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b, apabile terjadi kesalahan pada sistem-sistem bank-bank joket
pembayaran pajak, mengakibatkan membutubkan wakiu yang lama
untuk meminta bukti pembayaran pajak.

¢. loket pembayaran pajak hanya dibuka pada waktu-wakt tertento,

d. apabila terjadi kesalahan pada sistem-sistem pada Kantor Pelayanan
Pajak, mengakibatkan membutuhkan wakia yang lama untuk meminta
validasi terhadap bukti pembayaran pajak,

¢. Permintaan validasi terhadap bukti pembayaran pajak tidak dilakukan
pada satu tempat Kantor Pelayanan Pajak ietapi dilakukan pada Kantor
Pelayanan Pajak yang berbeda-beda, sehingga menghambar PPAT
untuk melakukan pendafiaran tanah ke Kantor Pertanahan yang wajib
dilakukan dalam wakty tujub hari kerja setelah penandatanganan akia
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

3.2 Saran

Terhadap permasaizhen-permasalahan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka penulis menyarankan beberapa hal, antara lain

Agar ftidak merugikan masyarakat dalam hal penghitungan pajak, maka
PPAT scharusnya menguasal peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dan penghitungannya serta peraturan perundang-undangan di
bidang pestanahan, PPAT wajib diborikan penyuluhan dan pelatihan secara
periodikal mengenal peraturan di bidaagz perpajakan dan peraturan o
bidang pertanahan, sehingga PPAT dapat memberikan penyelesaian
kepada masyarakat tanpa merugikan masyarakat, yang tentunya
penyelesaian tersehut masih di dalam ruang lingkup peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan dan pertanshan,

Peiabat-peiabat  vang terdapat di selueuh Kantor Pelaysnan  Pajek,
khususnya petugas-petugas lapangan, scharusaya menguasal bidang
perpajakan, sehingga apabila tegadi permasalahan maupun ketidaktahvan

masyarakat di bidang perpajakan schingga menginginkan konsuitasi
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dengan pejabat-pejabat tersebut, maka pejabat-pejabat tersebut dapat
memberikan penyelesaian yang terbaik yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan
cara memberikan penyuluhan, workshop atau dengan cara-cara lain yang
dilakukan secara periodikal, sehingga pejabat-pejabat tersebut sudah
berbekal ilmu untuk melayani masyarakat.

. Pembayaran pajak-pajak, baik Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan maupun BPHTB pada bank-bank yang ditunjuk
oleh Pemerintah yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang
cukup lama, sedangkan pembayaran pajak-pajak tersebut hanya dapat
dilakukan antara pukul delapan pagi hingga pukul sebelas pagi setiap hari
kerja. Hal ini sangat tidak efisien bagi masyarakat karena terbatasnya
waktu, sehingga loket untuk pembayaran pajak-pajak tersebut seharusnya
dibuka seperti waktu kerja bank pada umumnya, yaitu antara jam delapan
pagi sampai pukul tiga siang. Hal lain yang dapat disarankan di sini adalah
agar pembayaran pajak-pajak tersebut dapat dilakukan secara on-line.

. Bukti setor atas pajak-pajak yang telah dibayarkan wajib dimintakan
validasinya ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga agar validasi tersebut
tidak membutuhkan waktu yang lama dan supaya efisien, sebaiknya
validasi tersebut dilakukan secara on-line.

. PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan dan Surat Setoran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Apabila PPAT melanggar
ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda
sebesar Rp. 7.500.000,- {tujuh juta limaratus ribu rupiah) untuk setiap

pelanggaran.
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Stahaan, Lintong O. Tiniavan Yuridis Akta PPAT Sechagai Akta Otentik.
Disampaikan pada Temu Ilmizh dan Pembinaan Serta Pembekalan
Anggota lkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Surabaya, 26-27
Aypril 2003,
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DAFTAR PERTANYAAN

. Apabila seorang ayah meninggal meninggalkan scorang istri dan cmpat orang
anak, kemudian harts warisan berupa tanah dan/atau bangunan  berdasarkan
kesepakatan ahli waris, harts warisan tersebut ingin diserahkan hanya kepada
salah seorang anak, bagaimana cara melakukan pemberian tanah tersebut?

. Berdasarkan kasus tersebut di atag, bagaimana cara penghitungan PPh atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPETBnya?

. Pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta BPHTB
harus ditayarkan Kantor Pelayanan Paiak dimana? Berdasarkan apa?

. Setelah pembayaran PPh atas pengaliban hak atas tanah dan/atau bangunan serta
BPHTH kemudian mepandatangani akia, apa yang harus dilakukan terhadap bukti
pembayaran tersebut? Berapa dalam melakukannya?

. Apabila Jebih dari 7 hari ketja, sedangkan kewajiban PPAT setelab
menandatangani akia adalsh menyerahkan semuva dokuvmen-dokuien yang
diperlukan untuk melakukan pendaflaran tansh ke Kantor Pertanghan dalam
waktu 7 hari kerja, bagaimana scjusinya agar PPAT tidak melewati jangka waktu
tersebut?
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